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Jakarta. Kepada para Pejabat 
Eselon I dan Eselon II Menlu 
menekankan semangat keber-
samaan “Berat sama dipikul, 
ringan sama dijinjing”. 

Dan menilik semakin dina-
misnya situasi nasional dan in-
ternasional, para pejabat Kemlu 
dituntut untuk dapat terus men-
cari peluang dalam mengatasi 
tantangan. Kompleksitas ini 
menuntut para pejabat Kemlu 
untuk semakin cakap, cerdas 
dan pandai mengelola tantang-
an yang ada.

Selain itu, Tabloid Diplomasi 
juga menampilkan topik yang 
berkaitan dengan perlindung-
an dan bantuan hukum kepada 
warga negara Indonesia yang 
tinggal dan bekerja di luar nege-
ri. Hingga saat ini Pemerintah RI 
sudah membebaskan 176 orang 
WNI di luar negeri dari hukuman 
mati dan sedang mengupaya-
kan pembebasan 246 orang WNI 
lainnya dari hukuman mati. 

Dalam hal ini memang ada 
aspek kemanusiaan, dimana 
wajib hukumnya bagi Pemerin-
tah untuk berikhtiar mengurangi 
hukuman atau membebaskan 
dari hukuman mati. Ini merupa-
kan kebijakan Pemerintah yang 
akan tetap dijaga. Tetapi, di sisi 
lain semua pihak harus bersa-
ma-sama menjaga perilaku WNI 
yang berada di luar negeri. Ma-
syarakat harus memahami na-
hwa rasa keadilan harus ditegak-
kan bagi seluruh WNI, baik yang 
berada di dalam negeri maupun 
di luar negeri.

Demikian beberapa topik 
yang disuguhkan Taboid Diplo-
masi pada edisi April 2014 kali 
ini, semoga bermanfaat, dan se-
lamat membaca.[] 

 

Salam Diplomasi.
Para pembaca setia Tabloid 

Diplomasi yang terhormat, Ta-
hun 2014 adalah tahun yang isti-
mewa karena merupakan tahun 
politik bagi Indonesia. Tahun ini 
Indonesia menggelar pemilihan 
umum sebagai wujud dari pesta 
demokrasi. Segenap bangsa dan 
warga Negara Indonesia yang 
memiliki hak pilih, baik yang 
berada di dalam maupun di luar 
negeri, berkesempatan untuk 
menyalurkan aspirasi politiknya. 
Terkait hal ini, pada edisi kali ini 
Tabloid Diplomasi menyuguhkan 
seputar pelaksanaan pemungu-
tan suara di berbagai belahan 
dunia.

Selanjutnya Tabloid Diplomasi 
juga menampilkan penyeleng-
garaan Update From The Region 
yang menampilkan mengenai 
berbagai potensi yang dimiliki 
oleh Provinsi Papua Barat. Ber-
bagai peluang investasi yang 
menarik dan menjanjikan serta 
berbagai fasilitas investasi yang 
ditawarkan oleh Pemprov Papua 
Barat dipresentasikan kepada 
sejumlah Duta Besar dari Negara-
negara sahabat dan juga para 
pelaku usaha dari dalam dan luar 
negeri.

Penyelenggaraan Update 
From The Region tahun ini juga 
sekaligus untuk mempromosikan 
event internasional Sail Raja Am-
pat dengan tema “Membangun 
Bahari, Menuju Raja Ampat ke 
Pentas Wisata Dunia”. Kegiatan 
ini merupakan model percepa-
tan pembangunan daerah ke-
pulauan dan daerah terpencil 
serta dimaksudkan untuk meng-
galang keterpaduan dan sinergi 
program serta anggaran lintas 
Kementerian/Lembaga dan Dae-
rah dalam rangka pelaksanaan 
pembangunan serta mewujud-

kan kesejahteraan rakyat secara 
berkelanjutan.

Topik lainnya adalah sepu-
tar penyelenggaraan rangkaian 
acara Peringatan 59 Tahun Kon-
ferensi Asia Afrika (KAA) yang 
dipusatkan di Kompleks Museum 
KAA, Gedung Merdeka, Bandung 
selama satu pekan dengan 
mengusung tema “Semangat 
Kemitraan dan Langkah Maju 
Kerja Sama Asia Afrika”. Serang-
kaian acara yang sarat dengan 
nilai edukasi dihadirkan untuk 
masyarakat pada gelaran Pekan 
FKAA ini.

Melalui kegiatan ini ma-
syarakat diajak untuk merasa-
kan kembali energi kehidupan 
melalui penghayatan nilai-nilai 
yang terkandung dalam sejarah. 
Nilai-nilai yang tercermin dalam 
semangat solidaritas dan persa-
habatan.

Simposium dengan tema 
“Trade as an Engine of Sustaina-
ble Growth and Development” 
di Jakarta yang merupakan sa-
lah satu kegiatan dari perayaan 
hari ulang tahun (HUT) ke-50 
berdirinya United Nations Confe-
rence on Trade and Development 
(UNCTAD) juga menjadi topik 
yang ditampilkan dalam Tabloid           
Diplomasi edisi April kali ini.

Simposium ini bertujuan un-
tuk melakukan revitalisasi fungsi 
UNCTAD dalam memberikan 
pendampingan dan dukungan 
kepada negara-negara ber-
kembang untuk dapat mempe-
roleh manfaat yang maksimal 
dari kegiatan perdagangan inter-
nasional secara adil dan berkela-
njutan.

Tabloid Diplomasi edisi April 
ini juga menampilkan acara pe-
lantikan sejumlah pejabat Eselon 
I dan Eselon II di Gedung Panca-
sila Kementerian Luar Negeri RI, 

Redaksi
CATATAN



15 april - 14 mei 2014No. 75 TaHUN Vii

mereka”.
Deklarasi Jakarta telah dijanji-

kan oleh perwakilan tingkat tinggi 
Konferensi Khusus tentang Irregu-
lar Movement of Person pada tang-
gal 20 Agustus 2013, yang juga di-
prakarsai oleh Indonesia .

Pada Deklarasi Jakarta, perwa-
kilan sepakat untuk membentuk 
mekanisme di tingkat multilateral, 
regional dan bilateral untuk korban 
perdagangan dari identifikasi kor-
ban, perlindungan, rehabilitasi, pe-
mulangan dan reintegrasi setelah 
kembali ke negara mereka masing-
masing atau asal serta pencegahan 
reviktimisasi .

Di akhir pidatonya Menlu Marty 
juga mengingatkan agar dalam 
penanganan migrasi iregular di 
laut, terminologi jangan dijadikan 
hambatan dan perdebatan yang 
berkepanjangan. “Mari berikan 
bantuan bagi mereka yang mem-
butuhkan, bukan karena mereka 
masuk dalam kategori-kategori 
tertentu, namun karena mereka 
adalah sesama kita, sesama ma-
nusia”.

Sebelum dibuka oleh Menlu 
Marty, Perwakilan United Nations 
High Commissioner for Refugee 
(UNHCR) untuk Asia Tenggara, Ja-
mes Lynch turut menyampaikan 
kata sambutan.

Workshop ini diikuti oleh 13 ne-
gara dan 2 organisasi internasio-
nal, yaitu Organisasi Internasional 
untuk Migrasi ( IOM ) dan United 
Nations Office on Drugs and Crime 
(UNODC). Selain itu hadir pula dua 
negara dan satu organisasi inter-
nasional sebagai observer. Perte-
muan ini merupakan kerja sama 
antara Indonesia dan UNHCR dan 
berlangsung selama dua hari. Be-
berapa akademisi terkemuka dari 
studi hukum internasional, seperti 
Profesor Hikmahanto Juwana dari 
Fakultas Hukum Universitas Indo-
nesia dan praktisi hukum interna-
sional dari Queen Mary University 
of London, Violetta Moreno Lax, 
juga hadir sebagai pembicara.

rasi search and rescue guna mengu-
rangi hilangnya nyawa di lautan”.

Kedua, lanjut Menlu RI, 
para peserta sedianya dapat 
mengembangkan sistem mana-
jemen migrasi yang berorientasi 
perlindungan. Hal ini diyakini da-
pat membantu dalam mengurangi 
atau meniadakan peluang kecela-
kaan di laut.

“Ketiga, kita harus mampu 
memobilisasi seluruh sumber daya 
menuju manajemen penanggu-
langan migrasi iregular dan perlin-
dungan korbannya secara efisien”.

Menlu RI menekankan penting-
nya mengedepankan sisi kemanu-
siaan dalam melihat masalah ini. 
“Kita harus mampu memastikan 
bahwa seluruh kebutuhan asasi 
mereka terpenuhi serta hak asasi 
mereka dilindungi dan dihormati 
tanpa memandang status hukum 

Penanggulangan migrasi 
iregular melalui laut, adalah tang-
gung jawab bersama yang mem-
butuhkan koordinasi dan kerja 
sama yang erat semua negara 
terkait. Hal ini disampaikan Menlu 
Marty M. Natalegawa saat mem-
buka International Workshop on the 
Protection of Irregular Movement of 
Person at Sea di Gedung Pancasila, 
Kemlu, Jakarta (21/04).

Komitmen ini tercermin dalam 
Jakarta Declaration juga dalam the 
Bali Process on People Smuggling, 
Trafficking in Persons and Related 
Transnational Crime dimana para 
pihak yang terkait bersepakat un-
tuk mengusung empat pilar kerja 
sama yaitu prevention, early detec-
tion, protection dan prosecution.

“Pesannya adalah jelas, mig-
rasi iregular melalui laut pada da-
sarnya adalah menihilkan solusi 

yang bersifat nasional”, ujar Menlu 
Marty. Untuk itu, yang diperlukan 
adalah pendekatan yang kompre-
hensif, yaitu nasional, regional dan 
global.

Kesadaran untuk saling berba-
gi beban dan tanggung jawab ber-
sama haruslah menjadi dasar dari 
kerja sama menghadapi masalah 
ini di tingkat regional dan interna-
sional.

Workshop yang diselenggara-
kan ini menurut Menlu RI adalah 
salah satu cara dalam menerjemahkan 
rekomendasi-rekomendasi Jakarta 
Declaration ke dalam aksi yang le-
bih konkret.

“Untuk itu, saya mendorong 
para peserta untuk memper-
timbangkan beberapa hal ini, per-
tama, kita harus mengidentifikasi 
cara-cara dalam meningkatkan 
kapasitas dalam membantu ope-

FoKuS  uTaMa Diplomasi
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mIgRAsI IREgULAR mELALUI 
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Fak-Fak, serta industri Batu Bara 
di Kabupaten Sorong. Papua Barat 
juga memiliki Kabupaten Raja Am-
pat, destinasi wisata menyelam 
dan konservasi terumbu karang 
kelas dunia.

Dan berkat pengolahan semua 
potensi itu, Provinsi Papua Barat 
kini telah berhasil melampaui tar-
get capaian investasi yang ditetap-
kan oleh pemerintah pusat. Semua 
potensi di daerah kami telah mem-
berikan hasil yang menggembira-
kan. Pada tahun 2013, realisasi in-
vestasi mencapai Rp 3,3 triliun. Ini 
jauh dari target pemerintah pusat 
yang hanya Rp 2,1 triliun.

Dengan melihat semua pro-
spek yang menjanjikan, semoga di 

tahun 2014, nilai investasi di pro-
vinsi kami bisa menembus nominal 
Rp 5 triliun. Untuk itu kami meng-
undang para duta besar negara-
negara sahabat untuk mengajak 
para pengusaha dari negara ma-
sing-masing untuk berinvestasi di 
provinsi Papua Barat. Kami akan 
memberikan berbagai fasilitas dan 
kemudahan guna menjamin ke-
nyamanan para calon investor.

Untuk menjamin iklim in-
vestasi supaya tetap kondusif, pe-
merintah kami telah menyediakan 
layanan satu pintu untuk penguru-
san semua izin. Para investor pun 
akan kami berikan insentif-insentif 
investasi, bila jadi menanamkan 
modalnya di daerah kami.

Pada tahun 2013 ada sebanyak 
39 penanaman modal asing (PMA) 
dan 3 penanaman modal dalam 
negeri (PMDN) yang beroperasi di 
Papua Barat. Banyaknya investasi 
akan membuka banyak lapangan 
kerja serta meningkatkan penda-
patan rakyat kami. Saat ini Provin-
si Papua Barat juga telah menjadi 
lokasi investasi perusahaan-peru-
sahaan kelas dunia seperti British 
Petroleum dan ConocoPhillips.

Tanggal 21 Juni 2014 nanti, da-
tanglah ke Raja Ampat, ‘surga ter-
akhir di dunia’, pastikan dulu sudah 
pernah mengunjungi Raja Ampat 
sebelum meninggalkan dunia.[]

PaPua Barat, adalah provinsi 
muda di Indonesia yang memiliki 
banyak potensi ekonomi dan sum-
ber daya alam yang melimpah. 
Provinsi kami kaya akan emas, 
minyak bumi, gas alam, dan keka-
yaan hutan. Papua Barat memiliki 
potensi keuntungan ekonomi yang 
besar di bidang pertambangan, 
perikanan, kelautan, pertanian, 
peternakan, perkebunan, serta pa-
riwisata. 

Papua Barat memang sebuah 
provinsi yang kaya akan potensi 
ekonomi dengan beberapa sentra 
ekonomi, seperti industri migas di 
Kabupaten Teluk Bintuni, industri 
semen di Kabupaten Manokwari, 
industri agropolitan di Kabupaten 

PAPUA BARAT mENJADI 
TUJUAN INvEsTAsI 
PERUsAhAAN-PERUsAhAAN 
KELAs DUNIA

UPDATE FRom
ThE REgIoN

Abraham Octavianus Atururi 
Gubernur Papua Barat
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PRovINsI PAPUA BARAT 
mEmPUNyAI KomoDITI 
UNggULAN DI sEKToR 
PERKEBUNAN DAN JAsA

PaPua barat adalah sebuah pro-
vinsi Indonesia yang terletak di 
bagian barat Pulau Irian. Nama 
provinsi ini sebelumnya adalah 
Irian Jaya Barat, yang ditetapkan 
dalam Undang-Undang Nomor 45 
Tahun 1999. Berdasarkan Peratu-
ran Pemerintah Nomor 24 Tahun 
2007 tanggal 18 April 2007, nama 
provinsi ini diubah menjadi Papua 
Barat. 

Papua Barat dan Papua meru-
pakan provinsi yang memperoleh 
status otonomi khusus.Provinsi 
Papua Barat secara geografis 
terletak pada 124°-132° BT dan 
0°- 4° LS, tepat berada di bawah 
garis khatulistiwa dengan keting-
gian 0-100 meter dari permukaan 
laut. Batas wilayah Provinsi Papua 
Barat, sebelah Utara berbatasan 
dengan Samudera Pasifik, sebelah 
Selatan berbatasan dengan Laut 
Banda (Provinsi Maluku), sebelah 
Barat berbatasan dengan Laut Se-
ram (Provinsi Maluku), dan sebelah 
Timur berbatasan dengan Provinsi 
Papua.

Provinsi Papua Barat terletak 
pada sebelah selatan equator yang 
mempunyai iklim tropika basah. 
Iklim ini cenderung panas, basah 
dan lembab. Musim di wilayah ini 
merupakan perbedaan curah hujan 
yang dipengaruhi oleh angin pasat 
tenggara yang bertiup mulai per-
tengahan April sampai September, 
dan angin musim barat laut yang 
bertiup mulai bulan Oktober sam-
pai akhir Maret. Selain itu, iklim 
dan cuaca wilayah ini sangat dipe-
ngaruhi oleh topografi yang tidak 
datar (berbukit dan bergunung)

Hampir seluruh wilayah Papua 
Barat memiliki kelas curah hujan 
tipe III pola C, dengan curah hu-
jan sekitar 2000-3000 mm/tahun. 
Rata-rata jumlah hari hujan di Pro-
vinsi Papua Barat berkisar antara 
150-288 hari hujan. Kelembaban 
udara rata-rata di wilayah Provinsi 
Papua Barat berkisar antara 81,25 
% - 87,00% Kondisi topografi Pro-
vinsi Papua Barat sangat bervariasi 
membentang mulai dari dataran 
rendah, rawa sampai dataran 
tinggi, dengan tipe tutupan lahan 
berupa hutan hujan tropis, padang 
rumput dan padang alang-alang. 
Ketinggian wilayah di Provinsi Pa-
pua Barat bervariasi dari 0->1000 
m.

Secara administratif Provinsi 
Papua Barat terbagi menjadi 9 
kabupaten dan 1 kota, yaitu Ka-
bupaten Fakfak, Kaimana, Teluk 
Wondama, Teluk Bintuni, Manok-

wari, Tambrauw, Sorong Selatan, 
Sorong, Raja Ampat dan Kota 
Sorong, dimana ibukota kota pro-
vinsi ini adalah Manokwari.

Luas wilayah Provinsi Papua 
Barat adalah 97,024,37 Km2, Kabu-
paten Sorong Selatan merupakan 
daerah dengan luas wilayah terbe-
sar dengan 29.810 Km2 (21,24%) 
dan Kota Sorong mempunyai luas 
wilayah terkecil dengan 1.105 Km2 
(0,79%).

Provinsi Papua Barat mempu-
nyai komoditi unggulan di sektor 
perkebunan dan jasa. Di sektor 
perkebunan komoditi unggulan-
nya adalah berupa kakao, kelapa  
sawit, karet dan kopi, Sektor pe-
rikanan dengan komoditi perika-

nan tangkap, budidaya kolam, 
budidaya tambak dan budidaya 
laut. Sementara untuk sektor jasa 
Provinsi Papua Barat menawarkan 
Wisata Alam dan Wisata Budaya 
sebagai komoditi unggulannya.

Untuk menunjang kegiatan 
perekonomian, di provinsi ini ter-
sedia sebuah kawasan industri yai-
tu Kawasan Industri Arar. Provinsi 
ini juga memiliki pelabuhan guna 
memperlancar transportasi laut, 
diantaranya adalah Pelabuhan Ter-
minabuan, Inawatan, Fakfak, Kai-
mana, Manokwari, Oransberi dan 
Bintuni.

Untuk transportasi udara pro-
vinsi ini mempunyai sejumlah ban-
dara, antara lain Bandara Utarom 

di Kabupaten Kaimana, Bandara 
Dabo di Kabupaten Teluk Bintuni, 
Bandara Kebar di Manokwari, 
Bandara Torea di Kabupaten Fak-
fak dan Bandara Rendani terletak 
di Kabupaten Manokwari, yang 
mempunyai landasan terpanjang 
di provinsi ini, dan menjadi ban-
dara utama.

Di Provinsi ini juga terdapat 
tiga jalan, Yaitu jalan Negara, ja-
lan Provinsi dan jalan Kabupa-
ten/Kota. Panjang Jalan Provinsi 
adalah 973,28 km, sedangkan pan-
jang jalan negara adalah 1.168,16 
km dan panjang jalan Kabupaten/
Kota adalah 3.764,84 km.

Diplomasi
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sAIL RAJA AmPAT 2014
mERUPAKAN KELANJUTAN DARI 
sUKsEsNyA PELAKsANAAN 
KEgIATAN LImA sAIL sEBELUmNyA

Dr.  Ir.  Dedy H. Sutisna, MS 
Sekretaris Dewan Kelautan RI

seJak tahun 2009, secara berkala 
Indonesia menyelenggarakan ke-
giatan berbasis kelautan yang dise-
but dengan Sail. Kegiatan ini meru-
pakan event kelautan internasional 
tahunan yang memformulasikan 
kegiatan pelayaran di wilayah laut 
dan aktifitas lainnya yang berbasis 
kelautan dalam rangka mengopti-
malkan pembangunan di bidang 
kelautan dengan leading sector pa-
riwisata bahari.

Sail Raja Ampat 2014 meru-
pakan kelanjutan dari suksesnya 
pelaksanaan kegiatan 5 (lima) Sail 
sebelumnya, yaitu Sail Bunaken di 
tahun 2009, Sail Banda di tahun 
2010, Sail Wakatobi-Belitong di 
tahun 2011, Sail Morotai di tahun 
2012, dan Sail Komodo di tahun 
2013 lalu. Sail Raja Ampat 2014 di-
selenggarakan untuk membangun 
destinasi bahari, khususnya di pro-
pinsi Papua Barat.

Dasar hukum dari pelaksanaan 
kegiatan Sail Raja Ampat 2014 ini 
adalah berupa; Surat Keputusan 
Menteri Kelautan dan Perikanan 
tentang Panitia Pelaksana; Surat 
Keputusan Gubernur Papua Barat 
tentang Panitia Daerah; dan Kepu-
tusan Presiden No.10 Tahun 2014 
tentang Panitia Nasional.

Tujuan dari pelaksanaan ke-

giatan ini adalah untuk membuat 
model percepatan pembangunan 
daerah kepulauan dan daerah ter-
pencil. Kegiatan ini juga dimak-
sudkan untuk menggalang keter-
paduan dan sinergi program serta 
anggaran lintas Kementerian/Lem-
baga dan Daerah dalam rangka 
pelaksanaan pembangunan serta 
mewujudkan kesejahteraan rakyat 
secara berkelanjutan;

Disamping itu, kegiatan ini juga 
bertujuan untuk mempromosi-
kan lokasi kegiatan, dimana untuk 
tahun 2014 ini lokasi yang dipilih 
adalah Raja Ampat, sebagai tujuan 
wisata nasional dan internasional.

Tujuan lainnya adalah untuk 
mengukuhkan kembali kejayaan 
bangsa Indonesia sebagai bangsa 
bahari yang hidup di Negara ke-
pulauan, serta mengembangkan 
rute pelayaran kapal-kapal dan 
yacht ke perairan Indonesia.

Tema dari penyelenggaraan 
Sail Raja Ampat 2014 ini adalah; “ 
Membangun Bahari, Menuju Raja 
Ampat ke Pentas Wisata Dunia.” 

Berbagai kegiatan yang akan 
diselenggarakan sepanjang pelak-
sanaan agenda Sail Raja Ampat 
2014 ini, diantaranya adalah; Upa-
cara Bendera Peringatan HUT Ke-
merdekaan Republik Indonesia 
ke-69 di Salah Satu Pulau Terluar; 
Bhakti Sosial dan Pelayanan Kese-
hatan; Pelayaran Lingkar Nusanta-
ra IV; Bhakti Kesejahteraan Rakyat 
Nusantara; Badan Usaha Milik Ne-
gara (BUMN) Peduli Raja Ampat; 
Gerakan Membangun Kampung; 
Lintas Nusantara Remaja dan Pe-
muda Bahari/Kapal Pemuda  Nu-
santara; Ekspedisi Riset Kelautan; 
dan Reli Kapal Layar (Yacht Rally).

Berikutnya adalah penyeleng-
garaan Seminar  Nasional dan 
Internasional; Pengembangan Po-
tensi Pariwisata, Ekonomi Kreatif 
dan Budaya; Wawasan Kebangsaan 
dan Bela Negara; Olahraga Bahari; 
Promosi Potensi Daerah; Festival 
Danau Sentani 2014; Percepatan 
Pembangunan Sarana dan Prasa-

rana; serta ditutup dengan Acara 
Puncak.

Kegiatan Sail Raja Ampat 2014 
ini merupakan kegiatan lintas Ke-
menterian/Lembaga yang dikoor-
dinir  oleh Kementerian Koordina-
tor Bidang Kesejahteraan Rakyat 
serta melibatkan Kementerian Ke-
lautan dan Perikanan, Dewan Ke-
lautan Indonesia, Kementerian/
Lembaga pendukung, Pemerintah 
Provinsi dan Pemerintah Kabupa-
ten. 

Untuk mendukung kelancaran 
pelaksanaan kegiatan Sail Raja 
Ampat 2014 ini, panitia pelaksana 
sudah menyiapkan berbagai fasili-
tas perlengkapan, akomodasi dan 
fasilitas umum. Berikutnya adalah 
fasilitas media, humas, dan doku-
mentasi, keamanan, kepelabuha-
nan, kepabeanan, karantina dan 
imigrasi.

Agenda utama dari kegiatan 
Sail Raja Ampat 2014 ini adalah 
berupa kegiatan Launching Sail 
Raja Ampat yang dilaksanakan 

di Jakarta pada tanggal 27 Maret 
2014. Berikutnya adalah kegiatan 
Papua Cultural Week, di Monas – 
Jakarta, pada tanggal 27 – 30 Maret 
2014; Papua Batik Design Competi-
tion, pada tanggal 24 Maret – 19 
Mei 2014;  

Update From The Region (UFTR) 
pada tanggal 26 Maret 2014 di Ke-
menterian Luar Negeri RI, Jakarta; 
Marine Force Flag Off (melibatkan 
beberapa lembaga seperti SBJ, 
BAKESRA, LNRPB, PELANTARA, 
dan sebagainya), pada bulan Mei 
2014 di Pelabuhan Tanjung Priok, 
Jakarta; Lake Sentani Festival, pada 
bulan Mei-Juni 2014 di Jayapura, 
Papua; dan Exhibition Opening 
Kota Waisai/ Sorong pada bulan 
Juni 2014.

Berikutnya adalah kegiatan 
Yacht Rally di lokasi wisata Raja 
Ampat; Diplomatic Tour Raja Am-
pat pada bulan Juni 2014 serta ber-
bagai kegiatan lainnya yang dise-
lenggarakan di Kota Waisai – Raja 
Ampat pada tanggal 1 Juni 2014.[] 

TEMA 

PENYELENGGARAAN 

SAIL RAJA AMPAT 2014 INI 

ADALAH; “MEMBANGUN 

BAHARI, MENUJU RAJA 

AMPAT KE PENTAS 

WISATA DUNIA”.
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UPDATE FRom ThE REgIoN
mENAmPILKAN PELUANg DAN 
PoTENsI PAPUA BARAT

Kegiatan utama dari acara Update 
From the Region (UFTR) adalah 
dalam rangka mempromosikan 
Sail Raja Ampat 2014 yang akan 
dibuka langsung oleh Presiden 
RI pada tanggal 21 Juni 2014 di 
Waisai, Papua Barat. Selain itu, 
dalam acara ini kami juga akan 
menampilkan berbagai potensi 
ekonomi yang ada di Propinsi 
Papua Barat.

Kepulauan Raja Ampat meru-
pakan fenomena alam yang me-
nawan dengan keanekaragaman 
hayati yang melimpah. Sebanyak 
1.320 spesies ikan yang hidup di 
sekitar perairan kepulauan Raja 

Ampat, dan sekitar 75% seluruh 
spesies karang yang ada di dunia 
berada di perairan kepulauan 
Raja Ampat. Terdapat 600 spesies 
karang; 5 spesies penyu laut lang-
ka; 57 spesies udang mantis, 13 
spesies mamalia laut; dan 27 spe-
sies ikan yang hanya dapat ditemui 
di kepulauan Raja Ampat. Tentu-
nya semua itu diharapkan dapat 
dimanfaatkan untuk meningkat-
kan kesejahteraan masyarakat di 
Papua Barat.

Di sisi lain, Propinsi Papua Ba-
rat tidak hanya memiliki kekayaan 
alam di sektor pariwisata melain-
kan juga di sektor pertambangan, 
seperti emas, minyak bumi dan gas 
alam. Terkait dengan hal ini, bebe-

rapa perusahaan perminyakan dari 
Australia, Korea dan USA sudah 
beroperasi di Papua Barat.

Acara ini dihadiri oleh sekitar 
800 peserta lebih serta 11 Duta 
Besar dari negara-negara saha-
bat. Acara yang bertujuan untuk 
mempromosikan berbagai potensi 
ekonomi dan investasi di berbagai 
propinsi di Indonesia ini sebelum-
nya juga sudah dilakukan. Kon-
tribusi Kemlu dalam membantu 
dan mempercepat pembangunan 
daerah melalui UFTR ini telah ber-
langsung sejak tahun 2007. Hingga 
saat ini kegiatan UFTR ini telah di-
laksanakan dengan Sulawesi Utara 
dan Nusa Tenggara Barat (2009), 
Maluku (2010), Gorontalo (2011), 

Bangka Belitung (2012) dan Nusa 
Tenggara Timur (2013).  

Dalam kesempatan ini kami 
mengundang para Duta Besar 
dan korps diplomatik untuk dapat 
meng update informasi berbagai 
potensi yang ada di daerah dan 
keuntungan yang bisa diraih. Kami 
berharap bahwa kegiatan ini meru-
pakan saat yang tepat untuk meru-
muskan berbagai peluang kerja 
sama perdagangan dan investasi 
serta menjalin kemitraan yang ten-
tunya tidak hanya menguntungkan 
bagi para investor tetapi juga bagi 
masyarakat Papua Barat.   

Untuk dapat memperoleh in-
formasi berbagai peluang ekonomi 
dan investasi secara lebih rinci dan 
mendalam, dalam kesempatan ini 
juga dilakukan sesi tanya-jawab 
antara hadirin dan pejabat di ling-
kungan Pemprov Papua Barat, 
termasuk juga pelaksanaan acara 
diplomatic tour yang memung-
kinkan para hadirin untuk melihat 
secara langsung berbagai potensi 
dan peluang investasi yang ada di 
Propinsi Papua Barat.[]

Kegiatan Update From the Region 
(UFTR) secara rutin diselenggara-
kan oleh Kemlu RI dalam rangka 
mempromosikan berbagai peluang 
dan investasi di daerah dengan 
membawa para investor langsung 
ke daerah-daerah di Indonesia. 
Kegiatan ini merupakan bagian dari 
upaya yang disebut sebagai inter-
mestik, dimana Kemlu RI berupaya 
untuk membawa agenda daerah 
kepada agenda internasional, yaitu 
melalui para Duta Besar dan lem-
baga-lembaga internasional.

Pada acara UFTR para Kepala 
Daerah dapat memaparkan  berba-
gai peluang ekonomi dan investasi 

yang ada di daerahnya sehingga 
terciptanya berbagai kerja sama 
ekonomi dan investasi dengan 
negara-negara lain. Terciptanya 
kerja sama bilateral dengan nega-
ra-negara lain di dunia, disamping 
dengan negara-negara tetangga.

Melalui acara ini, Pemprov 
Papua Barat dapat memapar-
kan berbagai potensi kerja sama 
dan investasi dan kami berharap 
bahwa paparan yang disampaikan 
bisa membawa para Duta Besar 
dan pengusaha yang hadir untuk 
dapat mengunjungi provinsi Papua 
Barat.

Kegiatan UFTR ini antara lain 
bertujuan untuk menjembatani 
terciptanya hubungan kerjasama 
antara Pemprov Papua Barat de-
ngan berbagai pihak di luar negeri, 
khususnya dengan kalangan para 
pelaku bisnis.

Selain itu melalui kegiatan 
ini diharapkan akan dapat men-
ciptakan peluang pasar dan mampu 
meningkatkan ketertarikan inves-
tor asing untuk menanamkan 
modalnya di Propinsi Papua Barat. 

Pemda akan memanfaatkan 
kegiatan UFTR untuk memberikan 
informasi yang lebih mendalam 
mengenai “Sail Raja Ampat 2014” 
serta promosi seni budaya daerah.

Penyelenggaraan Sail Raja 
Ampat 2014 merupakan yang ke-6 
kalinya sejak tahun 2009. Event in-
ternasional ini dimulai dengan pe-
nyelenggaraan Sail Bunaken 2009, 
Sail Banda 2010, Sail Wakatobi-Be-
litong 2011, Sail Morotai 2012 serta 
Sail Komodo 2013.

Di sini peran saya bukan hanya 
sekedar sebagai seorang diplomat, 
tapi juga salesperson untuk Raja 
Ampat. Papua Barat merupakan 
destinasi wisata yang sangat indah 
dimana  para pecinta wisata bawah 
laut dari seluruh dunia datang ke 
Raja Ampat untuk menikmati pe-
mandangan bawah laut terbaik di 
dunia. 

Kawasan kepulauan Raja 
Ampat sangat luas mencakup 4,6 
juta hektar dan menjadi rumah bagi 
540 jenis karang, 1.511 spesies ikan, 
serta 700 jenis moluska. Kekayaan 
biota ini telah menjadikan Raja 

Ampat sebagai perpustakaan 
hidup dari koleksi terumbu karang 
dan biota laut paling beragam di 
dunia. Bahkan, sekitar 75% spesies 
laut dunia tinggal di pulau yang 
menakjubkan ini.

Raja Ampat adalah surga 
keanekaragaman hayati laut tropis 
terkaya di dunia saat ini. Dr John 
Veron, ahli karang berpengala-
man dari Australia, mengungkap-
kan bahwa kepulauan Raja Ampat 
mempunyai kawasan karang ter-
baik di dunia. 

Perspektif kontribusi pariwisa-
ta Raja Ampat dalam kontribusi 
pembangunan provinsi Papua Ba-
rat adalah sebagaimana yang dipa-
parkan dalam koridor KPI. Sedang-
kan kebijakan Pemerintah RI dalam 
pembangunan ekonomi provinsi 
Papua Barat adalah sebagaimana 
tertuang dalam MP3EI, khususnya 
untuk mempercepat pembangun-
an di bidang energi, sumber pa-
ngan, pertambangan, perikanan, 
pertanian dan kehutanan. 

Presiden RI akan membuka se-
cara resmi Sail Raja Ampat 2014, 
dan saya berharap Anda semua da-
pat meluangkan waktu untuk bisa 
hadir dalam acara tersebut yang 
juga akan menampilkan seni dan 
budaya daerah Papua Barat.[]

duta besar dian triansyah djani
acting direktur Jenderal idP

duta besar esti andayani

mENcIPTAKAN 
KETERTARIKAN INvEsToR 
TERhADAP PAPUA BARAT

UPDATE FRom 
ThE REgIoN
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KAA BERhAsIL mENgEJUTKAN
WARgA DUNIA

memperbaiki kekurangan-keku-
rangan yang ada. Dan untuk dapat 
mewujudkan mimpi 59 tahun lalu 
itu, Dubes Dian Triansyah Djani 
mengingatkan bahwa tentunya 
tidak boleh ada pribadi tunggal 
yang mengerjakannya. Semuanya 
harus bahu-membahu. Dan karena 
itu berbagai komponen masyara-
kat diharapkan dapat turut serta 

memberikan sumbangan pikiran 
bagi diplomasi Indonesia.

“Semoga Peringatan 60 Tahun 
KAA 1955 pada tahun 2015 nanti 
dapat menjadi momen terbaik 
bagi kita untuk mewujudkan im-
pian para pemimpin kita dahulu,” 
pungkas Duta Besar Dian Trian-
syah Djani.[] 

rapa negara di kawasan Asia-Afrika 
dalam keadaan terkungkung be-
lenggu kolonialisme,” paparnya.

“Kursi yang kini kita duduki, du-
lunya menjadi tumpuan berbagai 
delegasi Asia dan Afrika. Gedung 
tempat kita bernaung sekarang 
menjadi pusat berbagi harapan 
dan semangat yang melebur men-
jadi satu. Dari Peristiwa KAA 1955, 
kita memperoleh komitmen yang 
tidak main-main, yaitu Dasasila 
Bandung,” imbuh Duta Besar Dian 
Triansyah Djani.

Meskipun sudah 59 tahun ber-
lalu, Dasasila Bandung masih men-
jadi panduan nilai dan semangat 
yang relevan dalam memecahkan 
berbagai masalah di dunia. Indo-
nesia sendiri tetap berpegang pada 
prinsip ini dalam menjalankan hu-
bungan diplomasi.

Duta Besar Dian Triansyah 
Djani menegaskan bahwa Indone-
sia sendiri pun harus yakin bahwa 
Dasasila Bandung dapat menjadi 
pedoman guna mengentaskan 
berbagai tantangan. Meski diakui 
masih banyak hal yang belum di-
capai, namun Indonesia mampu 

Pada penyelenggaraan kuliah 
umum sesi Pembukaan HUT 
ke-59 KAA 1955 Tahun 2014 di 
Ruang Utama Gedung Merdeka, 
Bandung (17/04/2014), Dubes 
Dian Triansyah Djani, Plt. Dirjen 
Informasi dan Diplomasi Publik 
mengatakan bahwa Semangat 
Dasasila Bandung harus terus 
dilestarikan demi perdamaian 
dunia dan hubungan kerja sama 
antar negara Asia – Afrika di masa 
depan. Semangat itu tetap relevan 
hingga saat ini di mana sebagian 
besar negara di kedua benua Asia-
Afrika tengah memiliki tantangan 
bersama di bidang ekonomi, 
pembangunan, kesejahteraan, 
kesehatan, terorisme, hingga 
pendidikan.

Dalam kuliah umum yang di-
hadiri tak kurang dari empat ratus 
peserta itu, Duta Besar Dian Trian-
syah Djani memaparkan tentang 
Sejarah Konferensi Asia Afrika 
1955 (KAA) yang berhasil menge-
jutkan warga dunia. “Perserikatan 
Bangsa-Bangsa kala itu seakan tak 
punya taring dalam mewujudkan 
perdamaian dunia. Saat itu, bebe-

Direktur Diplomasi Publik, Albusyra Bashnur (Ketiga dari kanan) dan Kepala Museum 
Asia-Afrika, Thomas A. Siregar (Kedua dari Kiri)  bersama sahabat Museum Konferensi 
Asia Afrika (Sahabat MKAA) membuka acara Asian-African Friendship Days dengan pe-
mukulan Djimbe. (17/4/2014). 

dok.sahabatmkaa

MESKIPUN SUDAH 59 TAHUN BERLALU, DASASILA BANDUNG MASIH MENJADI PANDUAN NILAI DAN SEMANGAT 
YANG RELEVAN DALAM MEMECAHKAN BERBAGAI MASALAH DI DUNIA. INDONESIA SENDIRI TETAP BERPE-
GANG PADA PRINSIP INI DALAM MENJALANKAN HUBUNGAN DIPLOMASI.

Presiden Soekarno Menyampaikan pidato pada saat pembukaan konferensi Asia-Afrika 18-24 April 1955 di Bandung.
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dung Merdeka. Sedangkan, acara 
indoor dipusatkan di Ruang Utama 
Gedung Merdeka pada tanggal, 18, 
21, 23, dan 24 April 2014.

Rangkaian acara HUT KAA ini 
diawali dengan penyelenggaraan 
“Press & Media Gathering Dinner 
Peringatan HUT KAA” oleh Mu-
seum Konferensi Asia Afrika pada 
tanggal 11 April 2014 di restoran 
Kedai Nyonya Rumah dan dihadiri 
oleh jurnalis dari berbagai media, 
termasuk perwakilan dari Citizen 
Journalism Sahabat Museum Asia 
Afrika.

Kepala Museum Asia Afrika, 
Thomas Siregar, dalam sambu-
tannya mengatakan bahwa acara 
peringatan Konferensi Asia Afrika 
merupakan salah satu cara bagi 
Museum KAA untuk menekankan 
pentingnya nilai-nilai sejarah serta 
value positif lainnya kepada gene-
rasi terkini. Namun tentunya hal 
itu akan sulit dilakukan tanpa pe-
ran media. 

Acara pembukaan HUT KAA 
2014 diawali dengan prosesi 
Bandung Walk di Jalan Asia Afrika 

yang dilanjutkan dengan tradisi 
Pengibaran 106 Bendera Negara 
Asia Afrika berikut Bendera PBB, 
Parade Asia Afrika, dan peresmian 
Pameran Asia Afrika. Setelah ber-
akhirnya acara pembukaan  yang 
kemudian diikuti dengan ramah 
tamah bersama para keluarga 
saksi sejarah dan Muspida Jawa 
Barat, Kotamadya Bandung yang 
juga dihadiri Wakil Gubernur Jawa 
Barat serta Walikota Bandung. 
Puncaknya pada Pkl. 14.00WIB, 
dihadirkan sesi kuliah umum oleh 
Plt. Direktur Jenderal Informasi 
dan Diplomasi Publik Kementerian 
Luar Negeri RI, Duta Besar Dian 
Triansyah Djani.

Selanjutnya, di akhir pekan ada 
banyak acara menarik dalam rang-
kaian AAFD di Jalan Cikapundung 
Timur. Acara yang berlangsung 
pada hari Sabtu (19/04) adalah 
Bandung Historical Study Games 
(BHSG), Donor Darah dan Konser 
Leo Kristi. Sedangkan, acara Se-
nam 1000 Anak dan Merdeka Talk 
dilaksanakan pada hari Minggu 
(20/04). Selain itu, masyarakat juga 

MenyaMbut Peringatan 59 Ta-
hun Konferensi Asia Afrika (KAA) 
1955, Museum KAA menggelar Pe-
kan Festival Konferensi Asia Afrika 
(Pekan FKAA) pada tanggal 18-24 
April 2014 di Kompleks Museum 
KAA – Gedung Merdeka dengan 
tema “Semangat Kemitraan dan 
Langkah Maju Kerja Sama Asia 
Afrika”. Serangkaian acara yang 
sarat dengan nilai edukasi dihadir-
kan untuk masyarakat pada gela-
ran Pekan FKAA ini.

“Melalui pekan festival ini, 
kami mengajak masyarakat untuk 
merasakan kembali energi kehidu-
pan melalui penghayatan nilai-nilai 
yang terkandung dalam sejarah. 
Nilai-nilai itu tercermin dalam se-
mangat solidaritas dan persaha-
batan,” kata Kepala Museum KAA, 
Thomas A. Siregar.

Gelaran Pekan FKAA dilaksana-
kan dalam bentuk outdoor dan 
indoor. Acara outdoor dengan tag-
line Asian-African Friendship Days 
(AAFD) digelar saat akhir pekan 
(19-20/04) di Jalan Cikapundung Ti-
mur, Kompleks Museum KAA – Ge-

dapat menyaksikan acara , Street 
Performance, Stage Performance, 
dan Culinary Stand yang digelar se-
lama dua hari (19-20/04), 

Sepanjang penyelenggaraan 
AAFD juga dilakukan kampanye 
peduli lingkungan yang menjadi 
bagian dari edukasi masyarakat, 
yaitu Revitalisasi Taman Asia Afri-
ka, Zero Waste Event, Diet Kantong 
Plastik, dan Kampanye Cikapun-
dung Bersih.

Dalam acara “Bincang-Bincang 
dengan Saksi Sejarah” yang digelar 
pada hari Selasa, (23/04) hadir para 
tokoh penting yang menyimpan 
kisah-kisah inspiratif tentang KAA, 
seperti Tatang Endan (Divisi Peng-
amanan Acara KAA), Paul Tedja 
Surya (Wartawan Foto Senior), dan 
Solihin GP (Tokoh Jawa Barat). Da-
lam acara ini juga diluncurkan buku 
“Di Balik Layar: Warna Warni KAA 
1955“ yang menyajikan banyak 
informasi baru seputar peristiwa 
KAA. Selain kaya dengan sumber 
primer, berbagai kesaksian dari 
pelaku sejarah KAA terekam deng-
an apik dalam buku karya Syulhan, 
seorang peminat sejarah KAA ini. 

Terkait dengan gelaran terse-
but, ada rekayasa lalu lintas pada 
beberapa ruas jalan di sekitar 
Kompleks Museum KAA – Gedung 
Merdeka dalam rangkaian acara 
peringatan ini. Jalan Braga Pen-
dek, Jalan Cikapundung Timur dan 
Jalan Asia Afrika akan ditutup pada 
hari Jumat, 18/04/2014, antara Pkl. 
06.30-11.00WIB untuk pelaksana-
an acara pembukaan. Kemudian, 
selama dua hari, mulai Sabtu, 19 
sampai Minggu, 20/04/2014 Jalan 
Cikapundung Timur akan ditutup 
untuk gelaran AAFD.

Pekan FKAA juga (24/04) diisi 
dengan sebuah talkshow bertema 
“Perkembangan Nilai-Nilai Budaya 
Asia Afrika” dan menghadirkan 
Prof. Dr. Suhardja D. Wihardja, 
M.Sc., Prof. Dr. Deddy Mulyana, 
M.A, Ph.D., dan Desmond Satria 
Andrian (Museum KAA). Dilanjut-
kan dengan penurunan 106 Bende-
ra Negara Asia Afrika dan Bendera 
PBB pada petang harinya yang 
menandai berakhirnya rangkaian 
Peringatan 59 Tahun Konferensi 
Asia Afrika.[]

sAmBUT hUT KAA KE-59, 
mUsEUm KAA gELAR sERANgKAIAN AcARA
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Peran sektor jasa dalam perda-
gangan internasional sangatlah 
penting dan oleh karena itu pen-
ting bagi Indonesia untuk terus 
mendukung sektor tersebut. Ka-
rena semakin maju perekonomian 
suatu negara, sektor jasa juga 
menjadi semakin penting bahkan 
melampaui pentingnya sektor 
agrikultur dan industri.

Sektor jasa berperan penting 
dalam perekonomian Indonesia 
dan menyumbang sekitar 60 - 80% 
dalam penurunan angka kemis-
kinan di Indonesia. Tapi pada saat 
yang sama, banyak pihak juga 
mengakui bahwa sektor jasa di 
Indonesia masih belum optimal. 

Menurut catatan Kamar Da-
gang dan Industri Indonesia 
(KADIN), Indonesia masih banyak 
kehilangan peluang di industri jasa. 
Kehilangan potensi keuntungan 
di sektor jasa ini disebabkan oleh 
dominasi asing, dimana angkanya 
diperkirakan mencapai 10 Milyar 
USD.

Dalam satu dekade terakhir ini, 
sektor jasa tumbuh dengan sangat 
pesat di Indonesia. Kontribusinya 
bagi Pendapatan Nasional tercatat 
terus meningkat. Pada awal tahun 
2000-an, sektor jasa menyumbang 
44% GDP dan pada 2010, kontri-
businya sudah mencapai lebih dari 
50%.

Meskipun demikian, banyak 
kalangan yang melihat hal 
ini dengan hati-hati karena 
pertumbuhan ini terjadi bersama-
an dengan merosotnya sektor 
industri. Indonesia mengalami 
fenomena yang berbeda dengan 
negara-negara lain di Asia Tenggara 
dalam hal perbandingan antara 
pertumbuhan sektor jasa dan 
sektor manufaktur. Setelah krisis 
ekonomi pada tahun 1997/1998, 
sektor jasa tercatat tumbuh jauh 
lebih cepat dibandingkan sektor 
manufaktur yang tumbuh sangat 
lambat.

Kondisi ini berbeda jika diban-
dingkan dengan Thailand dan Ma-
laysia, dimana sektor manufaktur 
berkembang sama cepatnya de-
ngan sektor jasa. 

Pertumbuhan sektor jasa ini 
juga tercermin dari jumlah tenaga 
kerja yang bekerja di sektor terse-

mian yang bersifat “factor - dri-
ven”), “efficiency enhancers” (pilar 
yang penting untuk perekonomian 
yang bersifat “efficiency-driven,” 
dan “innovation and sophistication 
factor” (pilar yang penting untuk 
perekonomian yang bersifat “inno-
vation-driven”). 

Pilar yang masuk dalam sub-
indeks “basic requirements” adalah: 
institusi; infrastruktur; makroeko-
nomi; serta kesehatan dan pendi-
dikan dasar. Pilar yang masuk ke 
dalam subindeks “efficiency enhan-
cers” yaitu: pendidikan tinggi dan 
pelatihan; efisiensi pasar barang; 
efisiensi pasar tenaga kerja; per-
kembangan pasar keuangan; kesi-
apan teknplogi; dan ukuran pasar. 
Sementara itu, pilar yang masuk ke 
dalam subindeks “innovation and 
sophistication factors” adalah busi-
ness sophistication dan inovasi. 

Peringkat Indonesia di dalam 
Indeks Daya Saing Global mening-
kat dari peringkat 50 pada 2012 
menjadi peringkat 38 pada 2013. 
Pada Indeks tahun 2012/2014 ter-
sebut, Indonesia berada di bawah 
Singapura (peringkat 2), Malaysia 
(peringkat 25), Brunei (peringkat 
28), dan Thailand (peringkat 38). 
Walaupun Indonesia masih berada 
di bawah negara-negara tersebut, 
peningkatan peringkat Indonesia 
cukup signifikan. Indonesia bera-
da tepat satu peringkat di bawah 
Thailand. 

Kemajuan paling pesat terjadi 
di pilar infrastruktur dan efisiensi 
pasar tenaga kerja. Meskipun de-
mikian, Indonesia masih banyak 
tertinggal di pilar lainnya. Salah 
satu kecenderungan yang meng-
khawatirkan adalah penurunan di 
aspek kesehatan, terutama dise-
babkan oleh meningkatnya anca-
man penyakit menular dan angka 
kematian bayi dan ibu melahirkan.

Pelonjakan peringkat Indonesia 
ternyata juga ditanggapi dengan 
skeptis. Banyak pelaku bisnis dan 
pengamat ekonomi yang terkejut 
dengan kenaikan peringkat Indo-
nesia yang terutama disebabkan 
oleh peningkatan dalam infrastruk-
tur, karena mereka melihat bahwa 
pembangunan infrastruktur di Indo-
nesia masih mandeg. (Sumber: ASE-
AN Study Center, Universitas Indonesia) 

but yang meningkat dengan pesat. 
Pada tahun 2000, ada sekitar 35 
juta tenaga kerja, dan dalam sepu-
luh tahun jumlahnya sudah men-
capai 49,18 juta tenaga kerja atau 
meningkat sekitar 14,18 juta.

Jumlah lapangan pekerjaan 
yang disediakan oleh sektor jasa 
yang terkait dengan kegiatan eks-
por tercatat lebih besar dari jum-
lah total lapangan pekerjaan yang 
diciptakan oleh semua ekspor ma-
nufaktur (makanan olahan, industri 
ringan dan berat). Ada 7,1 juta la-
pangan pekerjaan yang disedia-
kan oleh sektor jasa yang terkait 
dengan kegiatan ekspor dan hanya 
5 juta lapangan pekerjaan yang di-
ciptakan oleh seluruh ekspor ma-
nufaktur.

Sektor perdagangan ritel 
adalah sektor yang menyerap te-
naga kerja paling banyak, yaitu 
sebesar 32% (tahun 2010), disusul 
dengan konstruksi (11%), pendidi-
kan (9%), serta hotel dan restoran 
(8%).

Dengan demikian maka sek-
tor jasa merupakan sektor yang 
semakin penting bagi pereko-
nomian Indonesia, baik dari segi 
kontribusinya terhadap penda-
patan nasional maupun dari segi 
penyerapan tenaga kerja. Dalam 
konteks ini, berlakunya Komunitas 
Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 
dan liberalisasi sektor jasa yang 
menjadi salah satu elemen pen-
ting di dalamnya diharapkan dapat 
mendorong tumbuhnya sektor jasa 
dan memberikan manfaat bagi 
perekonomian Indonesia.

Meskipun demikian, masih ba-
nyak pihak yang meragukan bah-
wa liberalisasi sektor jasa ASEAN 
seiring dengan diterapkannya 
Komunitas Ekonomi ASEAN 2015 
akan dapat menguntungkan In-
donesia, khususnya para pekerja 

Indonesia. Para pelaku sektor jasa 
yang tergabung dalam asosiasi-
asosiasi profesi, secara umum me-
nyampaikan kekhawatiran mereka 
bahwa liberalisasi sektor jasa akan 
menimbulkan dampak negatif bagi 
pelaku sektor jasa di dalam negeri.

Kekhawatiran ini memang bu-
kan tanpa alasan, karena neraca 
perdagangan jasa Indonesia terus 
mengalami defisit yang besar. Ni-
lai impor jasa Indonesia besarnya 
sekitar dua kali lipat nilai ekspor 
jasa kita, sehingga angka defisit-
nya mencapai lebih dari 10 milyar 
USD, dan defisit ini terjadi secara 
konsisten hingga tahun 2012. 

Di antara sektor-sektor jasa 
utama, hanya sektor jasa perjala-
nan (travel), komunikasi, dan jasa 
pemerintah yang secara stabil 
mengalami surplus. Sementara 
itu, sektor jasa konstruksi baru 
mulai mengalami surplus sejak 
tahun 2011 dan cenderung terus 
meningkat. 

Salah satu penyebab terjadi-
nya defisit perdagangan ini adalah 
permasalahan daya saing. KADIN 
menyampaikan bahwa di banyak 
sektor jasa, para pelaku bisnis di 
Indonesia kalah bersaing dengan 
para pelaku bisnis dari luar negeri. 

Saat ini, Indonesia memang 
belum memiliki parameter yang 
dapat mengukur daya saing satu 
sektor jasa secara spesifik, kecuali 
di sektor pariwisata (yang dikeluar-
kan oleh World Economic Forum). 

Indeks Daya Saing Global yang 
dipublikasikan setiap tahun oleh 
World Economic Forum memot-
ret daya saing dari 142 negara di 
dunia. Indeks tersebut disusun 
dengan menggunakan 12 pilar 
yang digolongkan ke dalam tiga 
kategori yang disebut “subindex”, 
yaitu “basic requirements” (pilar 
yang penting untuk perekono-

INDoNEsIA mAsIh BANyAK KEhILANgAN 
PELUANg DI INDUsTRI JAsA

Saat ini, Indonesia memang belum memiliki 
parameter yang dapat mengukur daya saing 

satu sektor jasa secara spesifik, kecuali di 
sektor pariwisata (yang dikeluarkan oleh 

World Economic Forum). 
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LIBERALIsAsI sEKToR JAsA TIDAKLAh 
sEBERhAsIL LIBERALIsAsI DI sEKToR 

PERDAgANgAN BARANg

misme bahwa “tampaknya kita 
tidak akan melihat kemajuan yang 
berarti dalam perdagangan jasa di 
ASEAN dalam waktu dekat ini.”

Berkaitan dengan mobilitas 
tenaga kerja terampil di ASEAN 
yang merupakan salah satu aspek 
penting dalam liberalisasi sektor 
jasa ASEAN, pesimisme senada 
juga muncul. Disebutkan bahwa 
“hampir semua negara anggota 
ASEAN beralih dalam kebijakan, 
peraturan, dan praktik-praktik 
yang ditujukan untuk memproteksi 
tenaga kerja terampil dan 
profesional dalam negeri dari 
kompetisi dengan tenaga asing.

Salah satu mekanisme terpen-
ting untuk menyukseskan libe-
ralisasi sektor jasa ASEAN, yaitu 
kesepakatan-kesepakatan MRA, 
pun memiliki banyak masalah. 
Perundingannya memakan waktu 
lama dan rumit karena adanya 
perbedaan tingkat pembangunan 
di antara negara-negara ASEAN 
disamping juga implementasinya 
juga sering tersendat. 

Terlebih lagi, bahwa perun-
dingan MRA tidak bisa secara 

tak biru tersebut.
Misalnya di sektor E-ASEAN 

yang merupakan salah satu priori-
tas utama dalam liberalisasi sektor 
jasa ASEAN, paket liberalisasi jasa 
ASEAN ke 7 (AFAS 7) menetapkan 
angka pencapaian di bawah tar-
get. Cetak Biru KEA menargetkan 
bahwa kepemilikan modal asing 
(ASEAN) di dalam layanan telepon 
genggam seharusnya dibebaskan 
sampai 70% pada 2010, namun ha-
nya Singapura saja yang mampu 
membuka sektor tersebut sampai 
di atas 70%. Negara lain rata-rata 
memberikan komitmen liberalisasi 
kepemilikan modal di sektor terse-
but di bawah 50%.

Namun demikian, pembata-
san modal asing tersebut bukan 
satu-satunya faktor yang meng-
hambat perdagangan jasa. Faktor-
faktor lain seperti hak kepemilikan 
tanah, menggunakan jasa tenaga 
kerja asing, serta tingkat kesulitan 
perizinan usaha juga menjadi per-
timbangan penting bagi sebuah 
perusahaan untuk memiliki com-
mercial presence di luar negeri. 
Dengan demikian muncul pesi-

otomatis diartikan sebagai terbu-
kanya akses pasar dan mobilitas 
intra-ASEAN yang efektif. Kondisi 
ini disebabkan oleh peraturan dan 
praktik bisnis domestik yang meng-
halangi mobilitas tersebut, ter-
masuk aturan-aturan hukum yang 
termuat dalam undang-undang 
maupun aturan lainnya (seperti 
pembatasan pekerja asing dalam 
sektor tertentu, persyaratan dan 
prosedur visa, harus adanya pem-
buktian bahwa sebuah perusahaan 
membutuhkan tenaga kerja asing, 
dan seterusnya).

Kajian-kajian tersebut tidak 
mampu memberikan gambaran 
yang utuh mengenai faktor-faktor 
yang mempengaruhi kemajuan 
liberalisasi sektor jasa di ASEAN 
karena tidak melihat adanya pro-
kontra terhadap gagasan liberali-
sasi sector jasa itu sendiri. 

Gagasan liberalisasi (termasuk 
sektor jasa) berakar dari satu pe-
mikiran ekonomi yang bukannya 
tanpa kritik. Dengan demikian, ba-
nyak kelompok masih memandang 
liberalisasi sektor jasa dengan pan-
dangan negatif, sehingga masih 
melakukan penolakan-penolakan 
melalui berbagai saluran yang ada, 
termasuk melalui konstitusi. Hal 
inilah yang membuat proses pe-
rundingan dan implementasi MRA 
menjadi rumit dan berlarut-larut.

Aspek penting lainnya adalah 
berkaitan dengan pemahaman 
bahwa kebijakan luar negeri adalah 
sebuah ‘two level game’ yang 
mengharuskan pemerintah sebuah 
negara tidak hanya bernegosiasi 
dengan negara lain saja, namun 
juga harus berunding dengan 
berbagai kelompok di dalam 
negeri. Dengan memahami dua hal 
tersebut, kita dapat memahami 
kenyataan bahwa meskipun 
dokumen ASEAN memandang 
liberalisasi sektor jasa dengan 
sangat positif, banyak negara 
ASEAN cenderung berhati-hati 
untuk mengimplementasikannya 
dalam kebijakan nasional. []

 
(Sumber: ASEAN Study Center, Universitas 
Indonesia)

signifikansi penelitian kajian-
kajian mengenai evaluasi terhadap 
liberalisasi sektor jasa ASEAN saat 
ini didominasi oleh kajian-kajian 
yang mengukur tingkat penca-
paian (atau ‘kepatuhan’) negara-
negara ASEAN pada target yang 
telah ditetapkan oleh Cetak Biru 
Komunitas Ekonomi ASEAN. 

Dengan titik awal seperti 
demikian, dapat diduga bahwa 
mayoritas kajian-kajian tersebut 
kemudian melihat bahwa libera-
lisasi sektor jasa di ASEAN ‘tidak 
terlalu berhasil’ dan mendorong 
pemerintah untuk ‘berupaya lebih 
keras untuk memenuhi komitmen 
liberalisasi sektor jasa.

Dalam kajian-kajian tersebut 
antara lain dikatakan bahwa diban-
dingkan dengan liberalisasi perda-
gangan barang (trade in goods), ke-
majuan di dalam liberalisasi sektor 
jasa tidaklah seberhasil liberalisasi 
di sektor perdagangan barang. Im-
plementasi rencana-rencana yang 
telah ditetapkan di dalam cetak 
biru KEA pada faktanya banyak 
yang tidak sesuai dengan tahapan 
yang telah disepakati di dalam ce-
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MeskiPun liberalisasi perda-
gangan di level global mengalami 
hambatan dengan berlarut-larut-
nya Putaran Doha yang dimulai se-
jak 2001 dan belum tuntas hingga 
saat ini, proses liberalisasi perda-
gangan mengalami perkembangan 
signifikan dengan kemunculan 
perjanjian-perjanjian perdagangan 
bebas di level regional. 

Di kawasan Asia Tenggara, 
ASEAN telah berhasil menyepa-
kati perjanjian perdagangan bebas 
ASEAN (AFTA, ASEAN Free Trade 
Area) yang mengharuskan nega-
ra-negara ASEAN mereduksi tarif 
hingga 0-5% untuk barang-barang 
yang diperdagangkan diantara ne-
gara-negara ASEAN dengan teng-
gat waktu pada 2015.

Namun, tercatat bahwa pada 
awal masa liberalisasi perdagang-
an, fokus lebih diutamakan pada 
perdagangan barang (goods) da-
ripada jasa (services). Baru pada 
tahun 1970an, liberalisasi sektor 
jasa kemudian mendapatkan per-
hatian dan mengalami peningka-
tan yang signifikan sebagai bagian 
dari upaya untuk meningkatkan 
investasi internasional. 

Dalam upaya meningkatkan li-
beralisasi perdagangan jasa, WTO 
kemudian membentuk GATS (Ge-
neral Agreements on Trade in Ser-
vices) yang mengatur liberalisasi 
perdagangan 12 sektor jasa. GATS 
menganut beberapa prinsip utama 
yaitu:prinsip non-diskriminasi yang 
terdiri dari most favoured nation 
principle (MFN Principle) dan natio-
nal treatment, prinsip liberalisasi 
akses pasar, serta prinsip transpa-
ransi.

Selain itu, GATS secara rinci 
mengatur ruang lingkup perda-
gangan jasa dalam empat mode 
pasokan yaitu: Mode pasokan lin-
tas batas (cross border supply) yaitu 
penyediaan jasa di dalam suatu 
wilayah negara anggota untuk me-
layani pemakai jasa dari negara 
anggota lainnya;

Mode konsumsi luar negeri 
(consumption abroad) yaitu penye-
diaan jasa dari dalam wilayah suatu 
negara anggota ke dalam wilayah 
negara  anggota lainnya;

Mode kehadiran komersial 
(commercial presence) yaitu penye-
diaan jasa oleh penyedia jasa dari 
suatu negara anggota melalui ke-
hadiran perusahaan jasa di dalam 
wilayah negara anggota lainnya; 
dan

Mode pergerakan manusia 
(movement of natural person) yaitu 

pernyediaan jasa oleh penyedia 
jasa dari satu negara anggota me-
lalui kehadiran natural person dari 
suatu negara anggota di dalam wi-
layah negara anggota. 

Aturan-aturan dalam GATS 
ini menjadi acuan utama dalam 
implementasi liberalisasi sektor 
jasa yang dilakukan tidak hanya 
di level internasional tetapi juga 
di level regional dan bilateral. Di 
level ASEAN, disepakatinya AFTA 
pada tahun 1992 menandai mulai 
dialihkannya fokus perhatian pada 
liberalisasi perdagangan di dalam 
sektor jasa (trade in services libera-
lization).

Upaya melakukan liberalisasi 
perdagangan di sektor jasa ini dia-
wali dengan disepakatinya AFAS 
(ASEAN Framework Agreement 
on Trade in Services) pada 1995. 
AFAS dibangun dengan mengikuti 
prinsip-prinsip yang diletakkan di 

dalam GATS, yaitu melalui proses 
negosiasi ‘permintaan dan pena-
waran’ liberalisasi sektor jasa di 
antara negara-negara anggota.

Sejak disepakati pada 1995, 
AFAS tidak terlalu berhasil mendo-
rong liberalisasi sektor jasa di 
ASEAN. Krisis ekonomi Asia pada 
1997 telah menghancurkan per-
ekonomian dan melahirkan peru-
bahan-perubahan sosial politik di 
sebagian negara ASEAN, term-
asuk motor-motor utama ASEAN, 
seperti Indonesia dan Thailand, 
sehingga proses perundingan un-
tuk liberalisasi sektor jasa di level 
ASEAN pun tidak berlangsung 
dengan efektif.

Setelah mulai pulih dari gun-
cangan krisis Asia, negara-negara 
ASEAN kembali melihat potensi 
ASEAN untuk memajukan kese-
jahteraan masing-masing negara. 
Dalam konteks inilah muncul inisi-

atif-inisiatif baru untuk membuat 
ASEAN lebih efektif dan terinte-
grasi. Inisiatif-inisiatif ini kemudian 
berujung pada dideklarasikannya 
ASEAN Concord II (atau “Bali Con-
cord II”) pada bulan Oktober 2003. 

Para pemimpin ASEAN ber-
sepakat untuk mewujudkan satu 
masyarakat ASEAN yang memiliki 
tiga pilar: (1) Komunitas Keama-
nan ASEAN (ASC, ASEAN Security 
Community), (2) Komunitas Ekono-
mi ASEAN (AEC, ASEAN Economic 
Community) dan Komunitas Sosial 
Budaya ASEAN (ASCC, ASEAN So-
cio - Cultural Community). 

Sejak saat itu, liberalisasi sek-
tor jasa di ASEAN pun menemukan 
momentum baru. Bali Concord II 
sendiri menyebutkan dengan te-
gas bahwa liberalisasi sektor jasa 
adalah salah satu elemen pen-
ting di dalam integrasi ASEAN.  
(Sumber: ASEAN Study Center, Universitas 
Indonesia)

LIBERALIsAsI sEKToR JAsA 
DI AsEAN  mENEmUKAN
momENTUm BARU
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mEmAKsImALKAN ImPLEmENTAsI 
LIBERALIsAsI sEKToR JAsA yANg 

sUDAh DIsEPAKATI DALAm AEc
tenaga kerja terampil di ASEAN. 

Meskipun demikian, ada be-
berapa faktor lain yang dapat 
mempengaruhi keleluasaan mobi-
litas tenaga kerja terampil, yaitu: 
disparitas yang besar antara upah 
dan kesempatan kerja; geographi-
cal proximity dan lingkungan sosial 
- budaya serta bahasa; disparitas 
perkembangan sektor pendidikan 
antara negara di ASEAN dan; fak-
tor kebijakan yang berlaku di setiap 
negara anggota.

Selanjutnya sebagai salah satu 
upaya untuk memaksimalkan im-
plementasi liberalisasi sektor jasa 
yang sudah disepakati dalam AEC, 
ASEAN bergerak cepat dengan di-
sepakatinya ASEAN Agreement on 
the Movement of Natural Persons 
(MNP) yang ditandatangani pada 
November 2012. 

Kesepakatan ini memberikan 
jaminan hak dan aturan tambahan 
yang sudah diatur di AFAS tentang 
MNP dan juga memfasilitasi MNP 
dalam menjalankan perdagangan 
dalam jasa dan investasi. Namun, 
kesepakatan ini sekaligus juga 
memberikan perlindungan bagi 
integritas batas negara anggota 
ASEAN dan tentunya juga perlin-
dungan terhadap tenaga kerja do-
mestik dan pekerja tetap di negara-
negara anggota ASEAN. 

Hal penting lain yang harus 
diperhatikan adalah bahwa kebi-
jakan luar negeri, termasuk kese-
pakatan Indonesia pada perjanjian 
untuk melakukan liberalisasi sektor 
jasa, bukanlah perundingan yang 
hanya berada di satu tingkat saja. 
Pemerintah tidak hanya berunding 
dengan negara anggota ASEAN 
yang lain, namun juga dengan 
rakyatnya sendiri. Dalam kajian 
hubungan internasional, Robert 
Putnam sejak jauh-jauh hari sudah 
mengingatkan bahwa diplomasi 
adalah sebuah “two level game.”. 
Ada kepentingan-kepentingan di 
dalam negeri yang harus diajak 
berunding dalam implementasi li-
beralisasi sektor jasa di Indonesia. 
(Sumber: ASEAN Study Center, 
Universitas Indonesia).

ktt asean ke-13 pada bulan No-
vember 2007 menyepakati diadop-
sinya Cetak Biru Komunitas Ekono-
mi ASEAN (AEC Blueprint) sebagai 
dokumen rencana yang kompre-
hensif untuk memandu terwujud-
nya Komunitas Keamanan ASEAN 
pada 2015. Dokumen tersebut me-
nyatakan bahwa ASEAN tidak ha-
nya akan menjadi satu pasar tung-
gal (single market), namun juga 
satu basis produksi tunggal (single 
production base ) yang mensyarat-
kan aliran faktor-faktor produksi 
yang bebas, termasuk modal dan 
tenaga kerja terampil.

Cetak Biru ini merupakan mi-
lestone penting dalam liberalisasi 
sektor jasa di ASEAN karena men-
jadi titik balik untuk meninggalkan 
pendekatan “request and offer” 
yang berlarut-larut dan menetap-
kan target-target yang jelas dan 
terukur dalam melakukan proses 
liberalisasi sektor jasa ASEAN.

Dalam upaya mendukung li-
beralisasi sektor jasa ini, terutama 

terkait lalu lintas atau perpindahan 
tenaga kerja terampil, negara-ne-
gara anggota ASEAN menanda-
tangani MRA (Mutual Recognition 
Agreement) pada tanggal 19 No-
vember 2007. MRA ini menjadi se-
buah hal mutlak yang dilakukan 
untuk mendukung liberalisasi sek-
tor jasa yang berasaskan keadilan/ 
fairness.

Dalam kaitan ini terdapat 
sejumlah hakikat dari MRA. Per-
tama, negara tujuan atau negara 
penerima mengakui kualifikasi 
profesional dan muatan latihan 
yang diperoleh dari negara pengi-
rim atau negara asal tenaga kerja 
terampil. Kedua, negara asal dibe-
rikan otoritas untuk mengesahkan 
kualifikasi dan pelatihan dengan 
cara memberikan diploma atau 
sertifikat. Ketiga, pengakuan ti-
dak bersifat otomatis. Ada proses 
untuk penentuan standar dan per-
syaratan lainnya yang diterapkan 
baik di negara penerima maupun 
di negara asal.

Dengan kata lain MRA tidak 
langsung memberikan hak untuk 
melaksanakan suatu profesi. Pe-
ngakuan tidak memberikan jami-
nan bahwa akan ada akses pasar. 
Hal ini memberikan indikasi perso-
alan di level regional. Namun MRA 
merupakan langkah awal yang 
penting untuk mempromosikan 
perpindahan tenaga kerja terampil 
tersebut. 

Sejauh yang dapat dicermati, 
capaian ASEAN dalam kaitan 
dengan MRA ini cukup baik. Se-
tidaknya saat ini telah disepakti 
MRA dan MRA Framework, yaitu 
MRA untuk jasa teknik, arsitek, 
jasa perawatan, praktisi medis, 
praktisi gigi /dokter gigi, jasa akun-
tan, dan penyigian (surveying).

Selain MRA sebagai rujukan 
utama dalam menjamin mobilitas 
tenaga kerja, Domestic regulations 
on qualifications dan Artikel ten-
tang recognition on qualifications, 
serta AEC Blue Print, secara jelas 
mengatur keleluasaan mobilitas 
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Menteri Luar Negeri RI Dr. Marty 
Natalegawa pada bulan April 2014 
melantik sejumlah pejabat Eselon 
I dan Eselon II di Gedung Pancasila 
Kementerian Luar Negeri RI, Jakar-
ta, masing-masing pada tanggal 8 
untuk pejabat Eselon II dan pada 
tanggal 23 untuk pejabat Eselon I. 

Delapan pejabat Eselon II yang 
dilantik adalah: Marina Estella An-
war Bey sebagai Sekretaris Ditjen 
Amerika dan Eropa; Rosmalawati 
Chalid sebagai Kepala Biro Kepe-
gawaian pada Sekretariat Jende-
ral; Iwan Suyudie Amri sebagai Se-
kretaris Ditjen Kerja Sama ASEAN; 
Ina Hagniningtyas Krisnamurthi 
sebagai Direktur Kerja Sama Eko-
nomi ASEAN pada Direktorat 
Jenderal Kerja Sama ASEAN; Tuti 
Wahyuningsih sebagai Inspektur 
Wilayah II pada Inspektorat Jende-
ral; Haris Nugroho sebagai Inspek-
tur Wilayah IV pada Inspektorat 
Jenderal; Fikry Cassidy sebagai Ke-
pala Pusat Pengkajian dan Peng-
embangan Kebijakan pada Orga-
nisasi Internasional pada Badan 
Pengkajian dan Pengembangan 
Kebijakan; dan Adam Mulawarman 
sebagai Kepala Biro Perlengkapan 
pada Sekretariat Jenderal. Selain 
itu juga dibacakan surat pelaksana 
tugas kepada Spica Alphanya Tutu-
hatunewa sebagai Pelaksana Tugas 
Direktur Sekolah Dinas Luar Negeri 
pada Pusat Pelatihan dan Pendidi-
kan Kementerian Luar Negeri.

Sedangkan pejabat struktural 
Eselon I yang dilantik adalah: Drs. 
Yohanes Kristiarto Soeryo Legowo 
sebagai Sekretaris Jenderal; Mu-
hammad Ibnu Said, S.H. sebagai 
Inspektur Jenderal; Ferry Adam-
har, S.H., LL.M. sebagai Direktur 
Jenderal Hukum dan Perjanjian 
Internasional; Dra. R. A. Esti An-
dayani sebagai Direktur Jenderal 
Informasi dan Diplomasi Publik; 
Drs. Darmansjah Djumala, M.A. 
sebagai Kepala Badan Pengkajian 
dan Pengembangan Kebijakan; 
Salman Al Farisi, S.E. sebagai Staf 
Ahli Bidang Hubungan Kelemba-
gaan; dan R. Bagas Hapsoro, S.H., 
M.A. sebagai Staf Ahli Bidang Ma-
najemen. 

Menlu mengawali sambutan-
nya dengan memberikan selamat 
kepada para pejabat yang baru 
dilantik dan mengucapan terima 
kasih atas sumbangsih yang telah 
dilakukan dengan penuh tanggung 
jawab kepada para pejabat terda-

LANTIK sEJUmLAh PEJABAT, mENLU: 
PEJABAT KEmLU DIhARAPKAN 

mAKIN cAKAP, cERDAs DAN 
PANDAI mENgELoLA TANTANgAN

hulu yang mengakhiri masa jaba-
tannya. Menlu juga menyampai-
kan beberapa hal yang sederhana 
namun esensial yakni untuk selalu 
menumbuhkembangkan sema-
ngat pengabdian dan pelayanan 
terhadap Kementerian Luar Ne-
geri.

Menlu juga menekankan se-
mangat kebersamaan ”Berat sama 
dipikul, ringan sama dijinjing”.
yang menurutnya sangat esensial 
dalam mengemban tanggung ja-
wab yang diberikan. Saling peduli 
dan mendukung, merupakan hal 
yang sangat penting. “Yang baik 
bagi satu orang akan baik bagi kita 
semua, sehingga kita bisa saling 
menumbuhkan karir masing-ma-
sing demi kepentingan bersama, 
terutama kepentingan Kemlu”, 
jelas Menlu.

Menilik semakin dinamisnya 
situasi nasional dan internasio-
nal, para pejabat Kemlu dituntut 

untuk dapat terus mencari pelu-
ang dalam mengatasi tantangan. 
Kompleksitas ini menuntut para 
pejabat Kemlu untuk makin cakap, 
cerdas dan pandai mengelola tan-
tangan yang ada.

”Kementerian Luar Negeri 
adalah kementerian yang profe-
sional di tengah semua perubahan 
yang ada,  karenanya kesinam-
bungan pada proses pengelolaan 
tantangan harus selalu ada karena 
disanalah kekuatan Kemlu bera-
da.” kata Menlu.

Lebih lanjut, Menlu meng-
ingatkan kepada seluruh pejabat 
yang dilantik untuk terus menjadi 
tauladan. Menurut Menlu, taula-
dan itu tidak mengenal jabatan 
dan bisa ditemui di sekeliling diri 
kita masing-masing. Untuk itu 
Menlu mengajak para pejabat di 
lingkungan Kemlu untuk terus 
memperbanyak contoh tauladan 
yang baik. Seandainya ada keku-

rangan, karena tidak ada gading 
yang tak retak, Menlu mengajak 
untuk mengingatkan diri masing-
masing untuk selalu menjadi lebih 
baik ke depannya.

Selanjutnya Menlu menekan-
kan bahwa situasi nasional dan 
internasional semakin menuntut 
seluruh jajaran Kementerian Luar 
Negeri untuk bekerja lebih ke-
ras lagi dalam melanjutkan karya 
bakti pada Nusa dan Bangsa serta 
melaksanakan tugas-tugas strate-
gis dalam pengelolaan informasi 
dan kerja sama teknik, penasehat 
Pemerintah RI terkait hukum in-
ternasional, pengkajian kebijakan 
untuk menggali potensi dan tan-
tangan yang ada menjadi peluang 
ke depan, serta mengembang-
kan SDM, manajemen, hubungan 
kelembagaan sesuai dengan tertib 
administrasi, keuangan dan segala 
bentuk tertib lainnya.[]



15 april - 14 mei 2014No. 75 TaHUN Vii16 Diplomasi
TABLOID

Media Komunikasi dan InteraksiSoRoT  

unctad adalah organisasi tindak 
lanjut dari Konferensi Asia Afrika di 
Bandung pada beberapa puluh ta-
hun lalu, karena itu menjadi sebuah 
kehormatan bagi kita menjadi tuan 
rumah peringatan ulang tahun UN-
CTAD yang ke-50. Relevansi UNC-
TAD terhadap perdagangan Indo-
nesia masih sangat kuat dan dalam 
kesempatan ini kita akan mencoba 
memberikan pandangan bagaima-
na menciptakan perdagangan yang 
adil dan bebas atau fair and free 
trade, pandangan yang berimbang 
mengenai dominasi pengaturan 
perdagangan negara maju.

Kita berbicara mengenai peran 
perdagangan dalam pembangu-
nan berkelanjutan karena kita 
tidak bisa hanya berbicara ling-
kungan dan mengesampingkan 
pembangunan. Perdagangan yang 
akan ditegaskan dalam acara ini 
misalnya adalah perdagangan ke-
lapa sawit. Kelapa sawit Indonesia 
mendapat banyak perlawanan dari 
negara lain dan ini akan terus di-
perjuangkan.

Produk sawit atau crude palm 
oil (CPO) Indonesia hingga saat 
ini memang masih mendapatkan 
perlawanan dari negara Uni Eropa. 
Produk unggulan Indonesia ini te-
rus diserbu dengan black campaign, 
mulai dari isu kesehatan hingga isu 
lingkungan. Kita tidak akan tinggal 
diam membiarkan  black campaign 
yang menjatuhkan produk sawit 
Indonesia. Saya sudah berkunjung 
ke Eropa dan menegaskan akan 
mengurangi atau bahkan meng-

hentikan ekspor CPO ke Eropa. 
Eropa sangat tergantung dari 

hasil sawit Indonesia. Masyarakat 
Eropa sudah paham betul mereka 
tidak mungkin tidak mengonsumsi 
sawit baik secara teknis maupun 
non teknis. Eropa akan mengalami 
inflasi tinggi bila tidak mengguna-
kan sawit, dan produktivitas sawit 
sembilan kali lebih banyak bila di-
bandingkan kedelai.

Indonesia adalah pemasok 
utama kebutuhan CPO Eropa. 
Setiap tahun, rata-rata ekspor 

CPO Indonesia ke Eropa mencapai 
3,5 juta ton sedangkan kebutuhan 
CPO Eropa mencapai 6,3 juta ton. 
Karena itu saya minta Eropa untuk 
sadar diri dan menghilangkan 
black campaign produk sawit 
Indonesia. Apalagi produk sawit 
Indonesia adalah yang paling 
ramah lingkungan di dunia.

Sawit kita itu sustainable. Dari 
8,2 juta ton sawit yang berserti-
fikat berkelanjutan di dunia, 4,8 
juta ton diantaranya diproduksi di 
Indonesia. Indonesia adalah pro-

dusen sawit bersertifikat berkela-
njutan terbesar di dunia.

Namun demikian, sertifikasi 
produk sawit Indonesia memang 
masih menggunakan standar 
nasional yaitu ISPO. Sedangkan 
standar dunia menggunakan 
RSPO. Untuk itu kita akan segera 
menyatukan kedua sertifikasi ter-
sebut agar sejalan. Tapi, jika Eropa 
terus melakukan black campaign, 
maka kita akan hadapi dan akan 
membawa kasus ini ke WTO.

ERoPA sANgAT TERgANTUNg 
sAWIT INDoNEsIA

bayu krisnamurthi  
Wakil Menteri Perdagangan RI

bp.blogspot.com
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PEmERINTAh RI BEBAsKAN 
176 WNI DI LUAR NEgERI 
DARI hUKUmAN mATI

tah akan memberikan bantuan 
kemanusiaan dan bantuan hu-
kum agar hukum ditegakkan.

Presiden SBY bisa mema-
hami jika masyarakat di dalam 
negeri merasa marah, tetapi 
menurut Presiden, terkadang 
masyarakat juga kurang menda-
patkan informasi yang jelas. Ke-
tika ada warga negara Indone-
sia dijatuhi hukuman mati oleh 
sebuah negara melalui proses 
pengadilan yang akuntabel dan 
kredibel, masyarakat berang-
gapan bahwa seolah-olah me-
reka tidak bersalah. Padahal 
di negara mana pun, termasuk 
Indonesia, jika menjatuhkan 
vonis hukuman mati kepada 
warga negara asing yang ting-
gal di Indonesia, hal itu tentunya 
dikarenakan yang bersangkutan 
melakukan suatu kejahatan. 

Hal ini tentunya juga dialami 
oleh warga negara Indonesia 
yang tinggal atau bekerja di 
luar negeri. Setelah di cek satu 
per satu, ternyata bahwa me-
reka yang terancam hukuman 
mati atau bahkan sudah divo-
nis hukuman mati, memang 
melakukan tindak kejahatan, 
diantaranya berupa pembunu-
han, pembunuhan disertai pe-
rampokan, kejahatan narkoba 
berkategori berat dan lain se-
bagainya. Hal ini tentunya juga 
harus dikomunikasikan kepada 
masyarakat di dalam negeri, 

Tetapi bagaimanapun, huku-
man mati adalah sesuatu yang 
berbeda, dan oleh karena itulah, 
sudah menjadi suatu kebijakan 
dan kegiatan nyata Pemerintah 
untuk melakukan segala upaya 
agar WNI yang divonis hukuman 
mati itu mendapatkan pengam-
punan, paling tidak hukuman-
nya dikurangi tidak menjadi hu-
kuman mati.

Pemerintah telah melaku-
kan segala upaya. “Saya selalu 
mengirim surat, bahkan sampai 
berkali-kali, kepada Presiden, 
Perdana Menteri, Sultan, atau 
Raja. Bahkan saya sering mene-
lepon, saya bertemu langsung 
untuk meminta, memohon agar 
saudara kita yang bernama X 
diampuni, meskipun saya tahu 
yang bersangkutan melakukan 
kejahatan yang telah divonis 
oleh pengadilan” jelas Presiden. 
Lebih lanjut Presiden menam-
bahkan bahwa di Indonesia sen-

berkaitan dengan perlin-
dungan dan bantuan hukum 
kepada warga negara Indone-
sia yang tinggal dan bekerja di 
luar negeri, jadi bukan hanya 
warga negara Indonesia yang 
berstatus sebagai tenaga kerja 
Indonesia, melainkan kepada 
semua: warga negara Indonesia 
yang tinggal dan bekerja di luar 
negeri, dalam sambutannya 
pada Rapat Terbatas Kebinet 
mengenai TKI di Kantor Pre-
siden di Jakarta (26/03/2014), 
Presiden SBY mengatakan 
bahwa jika ada warga negara 

Indonesia yang dijatuhi hukuman 
oleh pengadilan di sebuah negara, 
maka hal itu akan menjadi isu yang 
sensitif bagi masyarakat di dalam 
negeri, apalagi jika hukuman yang 
diancamkan atau sudah divonis itu 
adalah berupa hukuman mati. 

“Terus terang, kita rasakan ma-
syarakat kita begitu emosi kalau 
hal itu terjadi. Saya sendiri, karena 
terus menangani, mengelola, dan 
mencari solusi semua ini selama 
hampir sepuluh tahun ini, masyara-
kat kita, tentu tidak semua, bahkan 
sulit membedakan, apakah warga 
negara Indonesia yang mengalami 

permasalahan di luar negeri itu 
karena kesalahannya atau bukan” 
papar Presiden SBY. 

Lebih lanjut Presiden SBY 
menjelaskan bahwa jika Pemerin-
tah mendengar bahwa ada tenaga 
kerja Indonesia yang tidak menda-
patkan perlindungan yang baik dan 
tidak mendapatkan hak-haknya, 
bahkan ada yang sampai disiksa. 
Maka Pemerintah dan Presiden 
sendiri pun, akan bertindak segera. 
Presiden selalu menelepon para 
korban di manapun mereka berada 
jika terjadi hal seperti itu, termasuk 
kepada keluarga korban. Pemerin-
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ini harus dibicarakan dengan 
baik.

Bagi Presiden SBY, apa pun 
yang terjadi, Pemerintah harus 
berusaha keras untuk membe-
baskan WNI dari hukuman mati 
di luar negeri, namun dengan 
catatan bahwa semua pihak ha-
rus bersama-sama menjaga pe-
rilaku WNI yang berada di luar 
negeri. Terkait dengan tebusan 
atau diat, Presiden menegas-
kan bahwa hal ini harus dibica-
rakan dengan baik, bagaimana 
sebaiknya, apakah dibebaskan 
saja berapapun nilai uang tebu-
san yang harus dibayar, atau di-
tetapkan berapa besarnya yang 
kira-kira memenuhi rasa keadi-
lan semua pihak.

Hal ini merupakan pekerjaan 
rumah yang harus diselesaikan 
bersama-sama. Apa yang harus 
dilakukan oleh Pemerintah jika 
hal ini terus terjadi. Masyarakat 
harus memahami hal ini, karena 
rasa keadilan harus ditegak-
kan bagi seluruh masyarakat, 
seluruh WNI, baik yang berada 
di dalam negeri maupun di luar 
negeri.[]

diri, tindak kejahatan pembunu-
han ataupun kejahatan narkoba 
rata-rata hukumannya juga bisa 
berupa hukuman mati.

“Khusus Satinah, yang se-
karang menjadi pembicaraan, 
saya kira semua sudah bekerja 
habis-habisan. Menkopolhu-
kam, dengan tim juga sudah 
memberikan penjelasan. Dan 
bahkan perpanjangan sam-
pai 3 April, itu juga surat yang 
saya tulis sendiri. Jadi, kalau 
masyarakat mengatakan, “Pe-
merintah tidak peduli,” itu ke-
liru besar. Kita sangat-sangat 
peduli dan telah bekerja untuk 
itu” ungkap Presiden SBY.

Data terakhir menunjukkan, 
bahwa Pemerintah RI sudah 
membebaskan 176 orang WNI 
di luar negeri dari hukuman mati 
meskipun mereka telah mela-
kukan pelanggaran hukum. Di 
samping itu, Pemerintah juga 
sedang mengupayakan pem-
bebasan 246 orang WNI lainnya 
dari hukuman mati. 

Presiden mengucapkan 
terima kasih kepada semua pi-
hak yang telah bekerja untuk 
itu, dan berjanji untuk terus 
berupaya jika dirinya harus 

mengirim surat, ataupun mene-
lepon langsung. “Sekali lagi, ada 
sensitivitas tertentu kalau sudah 
menyangkut hukuman mati. Dan 
saya sendiri, sebagai Presiden, ke-
tika mendapatkan surat-surat dari 
pemimpin negara lain, apakah Pre-
siden, Perdana Menteri, dan saya 
baca berkali-kali. Saya minta pan-
dangan dari Mahkamah Agung, 
dari para menteri terkait, bagai-
mana soal ini karena kita pun juga 
menginginkan hal yang sama atas 
ratusan warga negara Indonesia 
yang terancam hukuman mati di 
luar negeri” papar Presiden.

Di satu sisi, memang ada aspek 
kemanusiaan. Wajib hukumnya 
bagi Pemerintah, bersalah ataupun 
tidak, kalau ada WNI yang teran-
cam hukuman mati, Pemerintah 
harus berikhtiar untuk mengurangi 
hukuman itu dan membebaskan 
dari hukuman mati. Ini merupakan 
kebijakan Pemerintah yang akan 
tetap dijaga. Tetapi, di sisi lain 
ini merupakan tindak kejahatan. 
Bahwa jika ada masyarakat yang 
melakukan tindak kejahatan yang 
sama di dalam negeri, mereka juga 
akan mendapatkan hukuman yang 
setimpal dengan kesalahannya. Di 
sisi lain, Pemerintah bekerja all out 

untuk membebaskan WNI di luar 
negeri yang melakukan kejahatan 
yang sama.

Menurut Presiden, poin-nya 
adalah bahwa setiap warga negara 
Indonesia yang tinggal dan bekerja 
di luar negeri harus terus diberi-
kan pendidikan, sosialisasi, dan 
pengingatan agar jangan sampai 
melakukan tindak kejahatan yang 
besar karena hukumannya berat. 
Pemerintah harus terus-menerus 
mencari jalan untuk memintakan 
pengampunan atau pembebasan, 
hingga harus membayar tebusan 
atau diat yang lazimnya disetara-
kan dengan harga 150 sampai 200 
ekor unta. Tapi faktanya, sekarang 
ini nilai tebusan atau diat itu me-
lambung tinggi. Inilah yang sedang 
dinegosiasikan oleh Pemerintah 
terkait dengan persoalan Satinah, 
karena nilainya mencapai di atas 
20 miliar.

Sekarang ini masyarakat ha-
rus tahu apakah Pemerintah atau 
negara harus terus menanggung 
pembayaran tebusan yang nilainya 
mencapai puluhan miliar tersebut. 
Lantas bagaimana dengan rasa 
keadilan terhadap masyarakat 
di dalam negeri yang melakukan 
tindak kejahatan yang sama. Hal 

Direktur Pelindungan WNI Tatang Budie Utama 
Razak dan KJRI bersama otoritas Arab Saudi telah 
memindahkan 1.283 WNIO dari tempat berkum-
pulnya warga di Matar Qadim Jeddah ke penam-
pungan overstayers di Shumaisi. 
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Master Plan yang mengidenti-
fikasi keunggulan komparatif 
yang dimiliki oleh masing-ma-
sing daerah di Indonesia, dan 
bertujuan untuk mensinergikan 
keunggulan-keunggulan terse-
but menuju pertumbuhan yang 
inklusif dan berkelanjutan. Ini 
adalah Master Plan yang mengi-
dentifikasikan ratusan peluang 
investasi yang menjanjikan.

Kami sangat berharap untuk 
keberhasilan pelaksanaannya, 
bisa mengandalkan dukungan 
berharga dari US-ASEAN Busi-
ness Council untuk menuju ke 
arah itu.

Saya percaya bahwa Anda 
semua juga menyadari sepenuh-
nya berbagai pandangan positif 
grafik perekonomian Indone-
sia di tahun-tahun yang akan 
datang dari banyak lembaga 
yang kredibel seperti McKinsey 
; Financial Times dan ekonom 
papan atas negeri ini, Zubaid 
Ahmad. Singkatnya, pereko-
nomian Indonesia sangat ber-
potensi. Indonesia merupakan 
perekonomian terbesar di Asia 
Tenggara, rumah bagi pasar 
dengan 240 juta penduduk dan 
51 juta kelas menengah yang 
kuat.

Pada saat yang sama, kita 
juga menyaksikan pemulihan 
dan pertumbuhan positif eko-
nomi AS. Memang, ekonomi AS 
telah menunjukkan ketahanan 
dan ketangguhan serta kekua-
tan sebagai ekonomi terbesar 
di dunia. Tugas kita sekarang 
adalah bagaimana memastikan 
dua raksasa ekonomi dapat te-
rus saling menguntungkan satu 
sama lain; untuk terus membuat 
kemajuan dan kemakmuran 
bersama bagi Indonesia dan 
Amerika.

Inilah yang menjadi misi saya 
sebagai Duta Besar Indonesia 
yang baru untuk Amerika Seri-
kat. Untuk itu, saya memiliki tiga 
poin. Pertama, kemitraan dua 
negara ini harus didorong oleh 

tuk bergerak maju 
dalam jalur demo-
krasi kami.

Transformasi 
dan demokrati-
sasi di Indonesia 
sekarang ini telah 
mencapai point of 
no return. Tidak 
bisa dirubah, dan 
sekarang diraya-
kan oleh seluruh 
rakyat Indonesia. 
Sejauh kebijakan 
yang bersangku-
tan, dalam pan-
dangan saya , kita 
akan menyaksikan 
rasa kontinuitas 
dan kemajuan .

P e r u b a h a n 
memang mungkin 

terjadi, demi kepentingan terbaik 
bagi setiap pemerintahan di Indo-
nesia untuk memastikan bahwa 
Perencanaan Pembangunan Jang-
ka Panjang kami terus berjalan. 
Untuk memastikan bahwa kema-
juan dan prestasi yang telah kami 
buat, baik di bidang politik, ekono-
mi, atau sosial budaya, dapat terus 
memberikan manfaat bagi kemak-
muran rakyat.                                                                                                                                         

Dengan demikian akan ada 
Continuity dan Change. Continuity 
untuk memastikan bahwa tujuan 
pembangunan jangka panjang 
kami sedang direalisasikan. Dan 
Change dalam arti bahwa kemaju-
an untuk terus menjadi lebih baik.

Saya yakin bahwa Anda semua 
telah familiar dengan potret per-
ekonomian Indonesia selama be-
berapa tahun terakhir. Kami telah 
mampu mempertahankan funda-
mental ekonomi makro yang kuat 
; pertumbuhan ekonomi yang kon-
stan dan telah bergabung dengan 
the one-trillion-economy club.

Indonesia juga telah membuat 
grand design ekonomi. Kami me-
miliki Master Plan Percepatan dan 
Perluasan Pembangunan Ekonomi 
Indonesia 2011-2025, atau MP3EI. 

US-ASEAN Business Council se-
lalu mempromosikan hubung-
an yang lebih baik dan lebih 
produktif antara Indonesia dan 
Amerika Serikat, terutama di 
kalangan sektor bisnis.

Investasi para anggota 
US-ASEAN Business Council di 
Indonesia meningkat setiap ta-
hun. Saya ingin melihat tren ini 
terus berlanjut, dan pada saat 
yang sama, saya ingin melihat 
peningkatan investasi Indone-
sia di Amerika Serikat. Dengan 
kerjasama dari US-ASEAN Busi-
ness Council, saya yakin bahwa 
tujuan ini dapat dicapai.

Sebagaimana Anda se-
mua ketahui, bahwa dua hari 
dari sekarang, Indonesia akan 
menunjukkan hal yang berbeda 
dari kedewasaan demokrasi 
kami, yaitu pelaksanaan pe-
milu legislatif. Bahkan, di sini, 
di Amerika Serikat, kami warga 
negara Indonesia yang ting-
gal di Amerika Serikat, sudah 
melaksanakan pemilu legislatif 
pada dua hari yang lalu.

2014 adalah tahun pemilu 
bagi Indonesia. Memang tahun 
ini adalah tahun politik bagi 

kami. Bagi sebagian masyarakat 
bisnis, periode ini dapat dianggap 
sebagai bukan waktu yang bagus 
untuk berbicara tentang bisnis. Be-
berapa mungkin menyebutnya se-
bagai periode “wait and see”. Siapa 
yang akan berada di pemerintahan 
berikut dan apa yang akan menjadi 
kebijakan mereka?

Saya bisa memahami jika seba-
gian besar dari Anda memiliki per-
tanyaan yang sama. Saya percaya 
bahwa inilah antara lain hal-hal 
yang ingin Anda ketahui dengan 
menghadiri acara ini. Mungkin bu-
kan untuk mendengarkan sambu-
tan saya, tapi untuk mendapatkan 
jawaban : siapa yang akan menjadi 
Presiden Indonesia berikutnya.

Bisnis membutuhkan kepas-
tian, memerlukan jaminan, mem-
butuhkan kepercayaan diri. Men-
coba untuk menghindari sebanyak 
mungkin ketidakpastian, menghin-
dari sebanyak mungkin ketidak-
amanan dan ketidakmungkinan. 

Meskipun terdapat dinamika 
politik dan “ hiruk-pikuk demokrasi 
“ sebagaimana halnya pemilu yang 
demokratis di seluruh dunia, Indo-
nesia akan sekali lagi menunjuk-
kan kekuatan dan ketahanan un-

KEmITRAAN EKoNomI INDoNEsIA-As BIsA 
DIKEmBANgKAN LEBIh DARI sEKEDAR 

hUBUNgAN BILATERAL
Budi Bowoleksono 
Dubes RI untuk Amerika Serikat
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Indonesia memprakarsai Re-
gional Comprehensive Economic 
Partnership (RCEP) selama ke-
pemimpinan kami di ASEAN 
pada tahun 2011. Dengan 10 
negara anggota ASEAN plus 
China, Korea Selatan, Jepang, 
India, Australia dan Selandia 
Baru, RCEP ini akan menginte-
grasikan semua perjanjian per-
dagangan bebas ASEAN yang 
sudah ada ke dalam satu skema, 
dan mencapai sepertiga produk 
domestik bruto (PDB) dunia.

Menurut hasil sebuah studi 
yang dilakukan oleh Asian De-
velopment Bank (ADB), RCEP ini 
diperkirakan memberikan keun-
tungan pendapatan sekitar USD 
644 milyar pada tahun 2025, 
atau sebesar 0,6 persen dari 
PDB dunia, karena arus barang, 
jasa, investasi dan tenaga kerja 
di seluruh negara yang berparti-
sipasi akan menjadi lebih cepat. 

Karena alasan itulah, saya 
pribadi percaya bahwa kerja 
sama ekonomi Indonesia-AS 
harus mempertimbangkan se-
mua potensi yang berada di luar 
spektrum bilateral. Ini adalah ko-
mitmen saya, dalam hal ini kerja 
keras bersama dengan Duta Be-
sar ASEAN lainnya sehingga kita 
dapat meningkatkan kemitraan 
strategis AS-ASEAN lebih jauh, 
dalam kerangka kemitraan ge-
nerasi kedua pasca - 2015.

Untuk mencapai ini, kita 
harus fokus pada kerjasama, an-
tara lain, di bidang perdagangan 
dan investasi, keamanan ener-
gi, manajemen bencana dan 
maritim. Kita juga perlu me-
mastikan bahwa ekonomi kita 
berkolaborasi satu sama lain 
untuk mencapai kemakmuran 
bagi rakyat kita di tahun 2025. 
Dan itu semua merupakan pe-
ran US-ASEAN Business Coun-
cil di masa depan. Saya dan 
segenap staff KBRI Washington 
DC akan selalu terbuka dan siap 
untuk bekerja sama dengan 
semua anggota US-ASEAN 
Business Council di tahun-ta-
hun mendatang. Kami di sini 
adalah untuk melayani Anda. 
(disunting dari sambutan Du-
bes RI pada pertemuan dengan 
US-ASEAN Business Council di 
Washington DC, 7 April 2014.[]

kepentingan dan tujuan ber-
sama. Kolaborasi antara kedua 
negara ini harus didasarkan atas 
peluang dan bukan tantangan. 
Kerja sama antara masyarakat  
bisnis kita harus dibangun atas 
dasar saling menguntungkan, 
dan bukan oleh kepentingan 
pribadi yang sempit. Kita harus 
bertindak sebagai dua mitra, 
bukan sebagai dua pesaing . 
 
Kedua negara, masing-masing 
memiliki kepentingan nasional 
yang sangat valid untuk dica-
pai. Saya memiliki keyakinan 
bahwa kepentingan-kepen-
tingan nasional dapat diperoleh 
tidak dengan mengorbankan 
yang lain. Pendekatan win-
win adalah satu-satunya cara 
untuk membuat kemitraan 
yang berkelanjutan. Itu adalah 
paradigma yang perlu untuk 
kita pelihara dan kembangkan 
bersama-sama. Tidak hanya 
antara pemerintah, tetapi juga 
antara masyarakat bisnis, dan 
kedua masyarakat kita pada 
umumnya.

Indonesia, seperti negara  
berkembang lainnya, bukan 
tanpa tantangan. Kami se-
penuhnya menyadari bahwa 
hambatan yang signifikan ma-
sih ada, dan kami masih me-
miliki banyak pekerjaan rumah 
yang harus dilakukan. Kami ma-
sih memerlukan infrastruktur 
yang lebih baik; untuk memas-
tikan pemerintahan yang lebih 
baik dalam proses desentrali-
sasi; untuk terus memberantas 
korupsi di semua sektor; dan 
reformasi birokrasi.

Kami berkomitmen untuk 
mengatasi tantangan-tantang-
an ini. Dan pada kenyataannya, 
kami telah mengambil banyak 
langkah maju yang penting 
dalam semua bidang tersebut. 
Dan karena itu, kami masih 
optimis tentang prospek masa 
depan Indonesia. Marilah kita 
fokus pada bagaimana mening-
katkan hubungan bisnis kita 
lebih lanjut. Kita harus selalu 
melihat gambaran besar poten-
si kerjasama masa depan kita, 
Indonesia dan Amerika Serikat 
pada tahun 2025. Kita semua 
harus bekerja ke arah paradig-
ma tersebut. Paradigma WIN - 
WIN dan bukan ZERO SUM.

Kedua, bahwa semua po-

tensi ekonomi kita harus sepenuh-
nya dioptimalkan. Komitmen telah 
dibuat oleh kedua Pemimpin kita 
pada saat peluncuran Comprehen-
sive Partnership di tahun 2010. Pre-
siden Obama membuat komitmen 
yang sangat kuat untuk menjadi-
kan AS sebagai yang nomor satu 
dalam hal kehadiran ekonomi di 
Indonesia, baik di bidang perda-
gangan maupun investasi. Target 
telah ditentukan, demikian juga 
dengan mekanisme untuk meman-
tau kemajuan yang diapai.

Namun kenyataan tidak selalu 
sejajar dengan janji. Nilai perda-
gangan kita saat ini tidak mencer-
minkan tingkat yang optimal dari 
sebuah kerjasama antara ekonomi 
terbesar di Asia Tenggara dan eko-
nomi terbesar di dunia. Investasi 
AS di Indonesia juga tidak mencer-
minkan potensi tersebut.

Untuk negara yang memiliki 
sumber daya alam yang melimpah 
seperti Indonesia, produk berbasis 
komoditas seperti kelapa sawit, 
karet dan produk kehutanan, sa-
ngat penting untuk perekonomian 
kami. Kontribusi mereka terhadap 
neraca perdagangan kami menca-
pai lebih dari 25 %. Hal ini mungkin 
sama halnya dengan pentingnya 
Boeing, General Electric dan Ge-
neral Motors bagi AS. Kehutanan 
dan industri pertanian merupakan 
bagian penting dari perekonomian 
kami. Dan memastikan nilai tam-
bah dalam pemanfaatannya juga 
penting untuk menjaga agar per-
tumbuhan terus berjalan.

Namun, kami juga belajar bah-
wa meningkatkan pertumbuhan 
saja tidaklah cukup. Penggunaan 
sumber daya alam yang berlebihan 
seringkali menyebabkan kerusa-
kan lingkungan. Oleh karena itu, 
disamping menetapkan pertum-
buhan ekonomi sebagai prioritas, 
kami juga memberikan penekanan 
khusus pada perlindungan ling-
kungan. Kami ingin menyeimbang-
kan strategi pro-growth dengan 
pro-environment . Strategi ini juga 
merupakan bagian penting dari 
“4 Track Strategy” kami, termasuk 
pro-poor dan pro -job.

Untuk dapat memastikan bah-
wa semua potensi ekonomi kita da-
pat sepenuhnya dioptimalkan, kita 
juga harus berupaya untuk memas-
tikan keamanan energi kita. Sektor 
ini sangat penting bagi ketahanan 
dan keberlanjutan ekonomi masa 
depan kita. Kita membutuhkan 

energi bersih dan energi baru yang 
terbarukan. Kedua negara harus 
bekerja sama untuk menghasilkan 
inovasi dalam sektor energi. Kita 
harus bekerja sama untuk meng-
optimalkan pemanfaatan energi, 
yaitu dengan mengurangi porsi 
pemakaian energi fosil dan meng-
gantinya dengan sumber energi 
terbarukan seperti; bio-fuel, panas 
bumi, tenaga surya, angin, serta 
sumber energi yang lebih bersih, 
seperti gas alam dan batu bara 
yang bersih.

Sektor ekonomi lain yang 
saya percaya juga memiliki po-
tensi yang melimpah untuk se-
buah kerjasama baru antara kedua 
negara adalah sektor ekonomi 
kreatif. Untuk tujuan ini, inovasi 
dan kreativitas sangat penting. 
Keduanya didasarkan pada 
penelitian dan warisan budaya. 
Dan untuk memastikan kemajuan 
dalam semua sektor yang telah 
saya sebutkan, bisnis yang biasa 
saja bukanlah sebuah pilihan. Kita 
tidak hanya harus berpikir out of 
the box, kita bahkan juga perlu un-
tuk bertindak out of the box. Ma-
syarakat bisnis harus mengambil 
risiko yang tentu saja atas dasar 
perhitungan yang matang dan bu-
kan spekulasi. Tugas saya adalah 
untuk memastikan adanya meka-
nisme MRV, yaitu istilah yang di-
gunakan dalam wacana perubahan 
iklim untuk memastikan tindakan 
pengurangan emisi. MRV berarti 
bahwa kemajuan kerjasama bila-
teral ekonomi kita haruslah measu-
reble, reportable dan dapat diverifi-
kasi.

Terakhir, saya ingin agar ke-
mitraan ekonomi Indonesia-AS 
bisa dikembangkan lebih dari se-
kedar hubungan bilateral. Kita se-
mua, pemerintah dan khususnya 
komunitas bisnis, harus merebut 
peluang di tahun 2015, yaitu ke-
tika diwujudkannya Komunitas 
ASEAN. Selain itu, kita juga perlu 
bekerja sama untuk membuat 
visi ASEAN pasca 2015. Saya ya-
kin bahwa pencapaian Komunitas 
ASEAN akan memberikan potensi 
yang sangat besar untuk komuni-
tas bisnis. Sebuah basis produksi 
dan pasar yang terintegrasi lebih 
dari 600 juta orang di Asia Teng-
gara melalui Masterplan ASEAN 
Connectivity yang akan membawa 
kesejahteraan bagi kawasan Asia 
Tenggara.

Untuk periode pasca 2015 ini, 
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mAKsImALKAN sEcoND TRAcK DIPLomAcy 
IcIs gELAR KoNFERENsI INTERNAsIoNAL DI sITUBoNDo

nasional maupun internasional 
dibuka secara resmi oleh Kepala 
Pusat Litbang Kemenag, Prof. 
Dr. Mahasin, mewakili Menteri 
Agama RI yang berhalangan ha-
dir. []

INTERNATIONAL Conferensi of 
Islamic Scholars (ICIS) bekerjasa-
ma dengan Pesantren Salafiyah 
Syafiiyah Sukorejo, Sitobondo 
menggelar konferensi Interna-
sional dengan tema ”Penguatan 
Jaringan Ulama Internasional 
Untuk Meneguhkan Islam Mo-
derat”. 

Menurut Hasyim Muzadi 
selaku Sekjen ICIS, Konferensi 
ini menjadi sangat penting ka-
rena jaringan dan komunikasi 
antar ulama yang berpaham 
moderat  mengalami banyak 
hambatan. Sehingga banyak 
persoalan ke-umat-an baik pada 
skala nasional maupun interna-
sional yang muncul tidak mam-
pu diredam oleh para ulama 
sebagai pemimpin umat. Hal ini 
disebabkan karena tidak adanya 
jaringan dan jalinan komunikasi 
yang baik antar ulama diberba-
gai Negara Islam. 

Selain itu konferensi ini men-
jadi ajang bagi para ulama untuk 
berbagi pengalaman mengenai 
persoalan Islam kebangsaan, 
memperkenalkan Pancasila seba-
gai ideologi pemersatu bangsa ser-
ta membangun budaya Moderasi 
ditengah tren radikalisme agama, 
demikian menurut sekjen ICIS.

Sejak berdiri pada tahun 2003 
Internasional Conference of Islamic 
Scholars (ICIS) telah memainkan 
peranya melalui Second Track Dip-
lomacy. Visi utama ICIS adalah 
penguatan Islam Moderat dan 
mempromosikan pemahaman Is-
lam Rahmatan Lil Alamin. 

Tokoh ulama Timur Tengah 
yang hadir pada konferensi kali ini 
diantaranya Prof Dr Syeikh Wah-
bah Zuhaily (Syria), Syeikh Mahdi 
bin Ahmad as-Shumaidai (Mufti 
Irak), Syeikh Abdul Karim Dibaghi 
(Aljazair), Ammer Syakir Aljanabi 
(Irak) dan sejumlah pemuka agama 
Timur Tengah lainnya.

Hadir sebagai Keynote Speech 
pada konferensi Ini Duta Besar Esti 
Andayani, Dirjen Informasi dan 
Diplomasi Publik (IDP), Kementeri-
an Luar Negeri. Dalam sambutanya  
Duta Besar Esti menyampaikan ke-
banggaanya atas terselenggaranya 
konferensi di Pesantren Salafiyah 
Syafiiyah Situbondo.

Duta besar Esti mengaskan 
bahwa sebagai negara dengan 
jumlah penduduk muslim terbesar 
di dunia, pada prinsipnya Indonesia 
telah mampu mewujudkan har-
moni antara Islam, demokrasi, dan 
modernitas. Indonesia dipandang 
memiliki peran penting dalam 
upaya menjembatani antara Islam 
dan dunia Barat. Indonesia dinilai 
mampu memproyeksikan nilai-
nilai Islam moderat di seluruh du-
nia Muslim, serta menyelaraskan 
ritme kebebasan agar mengarah 
pada toleransi dan kerukunan. 

Konferensi yang dihadiri tidak 
kurang dari 300 tokoh ulama baik 

duta besar esti andayani, 
Dirjen Indormasi dan Diplomasi Publik

LENSa 
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PEmILU 
DI KAWAsAN TImUR TENgAh 

SEBANYAK 236 pemilih di Bah-
rain telah memilih calon wakilnya 
di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
di Tempat Pemungutan Suara 
(TPS) KBRI Manama (5/04). Dubes 
RI Manama, Chilman Arisman dan 
Ibu Ratnawati Chilman Arisman 
termasuk di antara pemilih per-
tama yang memberikan suaranya 
di TPS KBRI Manama.

Selain mereka yang datang ke 
TPS untuk memilih, sebanyak 207 
pemilih telah memberikan sua-
ranya melalui Drop Box karena ti-
dak bisa datang ke TPS pada hari 
pemungutan suara tanggal 5 April 
2014 tersebut, termasuk bagi ca-
lon pemilih yang sedang menjalani 
masa hukuman di penjara di Bah-
rain.

Pelaksanaan pemilu di Bahrain 
secara umum berlangsung lancar 
atas dukungan semua pihak, term-
asuk KBRI Manama, pemerintah 
Bahrain serta seluruh WNI yang 
ada di Bahrain. Kegiatan pemu-
ngutan suara ini juga diliput oleh 
media cetak setempat, Harian Gulf 

Daily News dan dimuat pada edisi 
6 April 2014.

Panitia Pemilihan Luar Negeri 
(PPLN) Baghdad sukses menye-
lenggarakan pesta demokrasi pe-
milihan legislatif RI di Irak. Tentu ini 
merupakan capaian tersendiri, ka-
rena ini merupakan Pemilu RI yang 
pertama dilakukan di Irak mes-
kipun di tengah situasi keamanan 
yang masih tidak menentu. PPLN 
Baghdad telah berhasil memfasili-
tasi penyaluran hak konstitusi War-
ga Negara Indonesia (WNI) melalui 
pendirian satu Tempat Pemilihan 
Suara (TPS) di Propinsi Erbil, Irak 
Kurdistan.

Saya menyampaikan apresiasi 
yang setinggi-tingginya atas usaha 
dan kerja keras yang dilakukan 
PPLN Baghdad serta antusiasme 
yang ditunjukkan oleh para WNI 
di seluruh wilayah Irak yang telah 
berpartisipasi untuk menyalurkan 
suaranya, baik melalui TPS mau-
pun drop-box guna mendukung 
suksesnya pelaksanaan Pemilu”, 
ungkap Dubes Safzen Noerdin ke-

tika mengawali pemilihan di TPS 
Erbil, Irak Kurdistan.

Hari pemilihan ini merupakan 
momen bersejarah bagi Dubes Saf-
zen Noerdin karena untuk pertama 
kalinya ikut serta dalam memilih. 
Dubes RI juga menyampaikan teri-
makasih atas kepedulian para ma-
jikan serta sejumlah perusahaan 
yang telah berkenan memberikan 
kesempatan kepada para WNI 
yang bekerja di lingkungannya 
untuk ikut serta dalam pemilihan 
umum.

”Tidak hanya mereka dari ka-
langan profesional yang sebagian 
besar bekerja di sektor formal 
seperti beberapa perusahaan mi-
nyak, perhotelan dan telekomu-
nikasi, namun saya juga sangat 
kagum melihat kepedulian para 
majikan yang ikut antusias mendo-
rong dan menemami para TKW-
nya untuk ikutserta menyalurkan 
aspirasi melalui TPS. Ini momen 
yang sangat indah”, ungkap Dubes 
RI dalam beberapa wawancara di  
berbagai media cetak setempat 
dan TV lokal Kurdistan.

Dari total 263 surat suara yang 
telah dialokasikan, PPLN Baghdad 
telah memfasilitasi sebanyak 152 
pemilih di TPS Erbil. PPLN Bagh-
dad juga berhasil memfasilitasi 
pemungutan suara melalui drop-
box di beberapa wilayah lainnya di 
Irak seperti Provinsi Basrah (5 sua-
ra), Provinsi Najaf (22 suara), Pro-
vinsi Sulaimaniyah (30 suara), dan 
Provinsi Baghdad (10 suara) yang 
dilaksanakan tanggal 28, 29 Ma-
ret, dan 4 April 2014. Total pemilih 
yang telah memberikan hak sua-
ranya sebanyak 219 orang dengan 
rincian 152 melalui TPS Erbil  dan 
67 orang melalui drop-box.

Suasana terlihat berbeda dari 
biasanya di KBRI Kairo, karena ti-
dak ada satupun mobil KBRI dipar-
kir di halaman. Yang terlihat adalah 
tenda khas Mesir terpasang rapi, 
kursi-kursi berjajar, bilik-bilik dan 
kotak-kotak suara TPS, dan para 
petugas PPLN beserta jajarannya 
dengan pakaian rapi berdasi yang 
telah siap menerima kedatangan 
WNI di Mesir yang akan meng-
gunakan hak pilihnya pada pemilu 
legislatif kali ini.

Dalam kesempatan Pemilu 
Legislatif RI tersebut, Dubes ber-
pesan agar setiap warga Indonesia 
dapat secara bebas mengguna-
kan hak suaranya dan mencoblos 
partai atau orang pilihannya yang 
akan duduk sebagai wakil rakyat. 
“Kami secara sungguh-sungguh 

PeMilu legislatif RI 
YANG DILAKSANAKAN 
DI BEBERAPA NEGARA 
DI TIMUR TENGAH JUGA 
BERLANGSUNG MERIAH 
DAN DIBANJIRI WNI DI 
NEGARA AKREDITASI. 
SELAIN DATANG KE 
TEMPAT PEMUNGUTAN 
SUaRa DI maSINg-
MASING PERWAKILAN 
RI, PANITIA PEMILIHAN 
LUAR NEGERI RI 
JUGA MENYEDIAKAN 
BERBAGAI CARA UNTUK 
MEMUDAHKAN WNI 
DALAM MENYALURKAN 
SUARANYA.
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TPSLN dan memberikan suaranya. 
PPLN Tripoli juga melaksanakan 
pemungutan suara melalui pos 
untuk para pemilih yang berada di 
luar kota Tripoli. Surat suara yang 
dikirimkan melalui pos tersebut 
berjumlah 27 buah.

Lebih lanjut, Duta Besar RI me-
nyampaikan bahwa dengan mem-
berikan suara untuk memilih ang-
gota DPR RI merupakan salah satu 
bentuk kontribusi yang penting 
bagi penguatan sistem demokrasi 
di Indonesia.

Lebih dari 800 WNI yang tinggal 
di wilayah Emirat Abu Dhabi pada 
Jumat pagi (4/04) berbondong-
bondong mendatangi TPSLN KBRI 
Abu Dhabi untuk menggunakan 
hak suaranya. Mereka pada umum-
nya berasal dari dalam kota Abu 
Dhabi, namun ada juga di antara 
mereka yang datang dari luar kota 
seperti kota Al Ain (160 km dari 
kota Abu Dhabi) maupun Ruwais 
(240 km dari kota Abu Dhabi).

PPLN memberikan fasilitas 
transportasi berupa shuttle bus 
baik untuk calon pemilih yang be-
rasal dari luar kota, maupun dalam 
kota Abu Dhabi.

Kegiatan pemungutan suara 
yang dibuka pukul 8 pagi hingga 
6 sore itu tampak tidak pernah le-
ngang. Hal ini dikarenakan, KBRI 
dan masyarakat Indonesia bekerja 
sama untuk membuka sejumlah 
stand makanan Indonesia. “Stand-
stand makanan ini membuat me-
reka yang telah menggunakan hak 
pilihnya pun enggan segera be-
ranjak pulang”, aku beberapa WNI 
yang hadir.

Seperti halnya di Indonesia 
sendiri, banyak pemegang hak pilih 
yang tidak datang ke TPS dengan 
alasan enggan. Hal inilah yang coba 
dikurangi dengan adanya stand 
makanan Indonesia. Diharapkan 
masyarakat yang pada mulanya 
enggan datang ke TPSLN menjadi 
tertarik untuk datang dan meng-
gunakan hak pilihnya sambil jajan 
makanan yang dijual.

Pemungutan suara di KBRI Abu 
Dhabi juga diliput oleh salah satu 
media cetak berbahasa Inggris ter-
besar di PEA, the National. (Sum-
ber: KBRI Manama/KBRI Bahgdad/
KBRI Kairo/KBRI Riyadh/KBRI Tri-
poli/KBRI Abu Dhabi)

mendukung pelaksanaan pemilu 
guna memberikan ruang bagi WNI 
dalam menyalurkann aspirasinya”.

Selain itu, saat berkeliling me-
nyapa para pemilih, Dubes juga 
mengungkapkan bahwa Pemilu 
dapat menjadi menjadi ajang si-
laturahmi dan kekeluargaan bagi 
WNI yang berada di Mesir. Para 
pemilih di Mesir yang berjum-
lah 4.492 orang, yang mayoritas 
adalah mahasiswa terlihat antu-
sias menggunakan hak pilihnya. 
Mereka melakukan pencoblosan 
di sembilan TPS yang disediakan 
Panitia Pemilihan Luar Negeri 
KBRI Kairo.

Beda dari biasanya, pemilu 
legislatif di KBRI Kairo mengada-
kan mekanisme jemputan menuju 
TPS, disediakan makan siang bagi 
pemilih, dan diadakan pengundian 
door prize berupa beberapa laptop, 
handphone dan hadiah-hadiah 
lainnya yang diundi di akhir acara 
pemungutan suara.

Pemilu Legislatif di wilayah 
kerja KBRI Riyadh, disambut 
dengan antusias oleh seluruh 
lapisan masyarakat Indonesia 
khususnya  yang berada di kota 
Riyadh dan sekitarnya yang da-
tang berbondong-bondong, baik 
menggunakan mobil pribadi 
maupun dengan bus perusahaan 
tempat mereka bekerja.

Hal ini termasuk juga, Dubes RI 
Riyadh, A.M. Fachir dan istri yang 
belum genap sebulan menjabat 
menjadi Dubes. Dubes RI yang 
baru tiba di Riyadh pada tanggal 
25 Maret 2014 lalu, secara dekat 
melakukan pengawasan terhadap-
nya jalannya pileg,dan berdialog 
langsung dengan masyarakat 
yang datang untuk memilih, seka-
ligus memperkenalkan diri kepada 
mereka.

Khusus untuk kota Riyadh, 
PPLN Riyadh menyiapkan seba-
nyak 6 Tempat Pemilihan Suara 

Luar Negeri (TPSLN) yang semua-
nya berada di lingkungan KBRI Ri-
yadh dan dibuka sejak pukul 08.00 
WS dan ditutup pada pukul 20.00 
WS. 

Sementara itu, untuk kota-
kota lainnya, PPLN telah menu-
gaskan 18 petugas dropbox di 18 
titik, dengan jarak terjauh berada 
di kota Ar-ar, yaitu sekitar 1200 
km dari Riyadh. Tercatat sebanyak 
5340 pemilih yang telah datang 
ke-6 TPSLN yang berada di KBRI 
Riyadh. Secara umum, jumlah pe-
milih tahun ini yang datang lang-
sung untuk mencoblos di TPSLN 
KBRI Riyadh lebih banyak diban-
ding pada pelaksanaan pemilu 
2009.

Untuk menyemarakkan su-
asana pileg, PPLN Riyadh beker-
jasama dengan KBRI juga menye-
diakan hiburan berupa panggung 
musik dan bazaar makanan khas 
Indonesia, yang disambut dengan 
meriah oleh para pemilih.

Kondisi Keamanan yang rawan 
tidak menghalangi masyarakat 
Indonesia untuk menyambangi 
TPSLN di KBRI Tripoli guna mem-
berikan suara. Secara keseluru-
han, terdapat 165 (seratus enam 
puluh lima) orang tercatat dalam 
DPTLN. Jumlah tersebut terdiri 
dari keluarga besar KBRI Tripoli, 
kalangan profesional, mahasiswa, 
Anak Buah Kapal (ABK), serta Te-
naga Kerja Indonesia (TKI) Formal 
dan Informal.

Menjelang penutupan, Duta 
Besar RI Tripoli, Raudin Anwar be-
serta isteri datang ke TPSLN un-
tuk memberikan suara. Pada ke-
sempatan tersebut, Duta Besar RI 
menyampaikan apresiasi kepada 
masyarakat Indonesia yang tetap 
datang ke TPSLN meski kondisi 
keamanan di Libya belum kondu-
sif.

Sebanyak 85 orang atau 51,5% 
dari total DPTLN telah datang ke 

”...dengan memberikan suara 
untuk memilih anggota DPR RI 
merupakan salah satu bentuk 
kontribusi yang penting bagi 

penguatan sistem demokrasi di 
Indonesia.”
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Asia Afrika tahun 1955”.
Saat ini, lanjutnya, UNCTAD 

memfokuskan pada program-pro-
gram sustainable development go-
als, khususnya poverty eradication 
dan inclusive growth. UNCTAD me-
nengarai adanya kecenderungan 
divergensi dan saling tarik-menarik 
antara konsep pembangunan dan 
keberlanjutan (sustainability).

Pada akhir pertemuan, Sekre-
taris Jenderal UNCTAD menyam-
paikan harapannya untuk kembali 
mengunjungi Indonesia, khususnya 
Bandung yang merupakan kota 
bersejarah bagi awal berdirinya 
UNCTAD.

Mengingat tahun 2015 Indone-
sia akan memperingati 60 tahun 
Konperensi Asia Afrika, Menlu RI 
menyampaikan bahwa kunjungan 
Sekjen tahun depan merupakan 
momentum yang tepat untuk 
mengedepankan peran KAA dalam 
menggerakkan kekuatan politik 
yang menginisiasi pembentukan 
UNCTAD.

Sekretaris Jenderal UNCTAD 
melakukan kunjungan kerja se-
hari di Jakarta, antara lain guna 
memberikan pidato di depan Sim-
posium “Trade as an Engine of Sus-
tainable Growth and Development” 
dalam rangka Peringatan 50 Tahun 
UNCTAD.

Dalam kunjungannya kali ini, 
Sekretaris Jenderal UNCTAD juga 
melakukan serangkaian pertemu-
an dengan Wakil Presiden RI, Wakil 
Menteri Luar Negeri, Wakil Men-
teri Perdagangan, Wakil Menteri 
Bappenas, dan Dirjen Multilateral 
Kemlu. (Sumber: Dit. PPIH/ed.PY)

dalaM rangka kunjungan kerja 
sehari di Jakarta, guna mempe-
ringati 50 Tahun United Nations 
Conference on Trade and Develop-
ment (UNCTAD), Sekretaris Jende-
ral UNCTAD, Mukhisa Kituyi ber-
temu dengan Menlu RI Marty M. 
Natalegawa (21/04).

Mengawali pertemuan, Men-
teri Luar Negeri menyampaikan 
ucapan selamat atas peringatan 
50 tahun UNCTAD, dan mengha-
rapkan bahwa UNCTAD dapat me-
mainkan peran yang lebih besar 
di tengah landscape geo-ekonomi 
global saat ini. 

Negara berkembang, lanjut 
Menlu, kiranya belum dapat me-
manfaatkan kesempatan dan 
memberdayakan dampak positif 
yang dipersembahkan dari kondisi 
geo-ekonomi tersebut. 

Menurut Menlu Marty, de-
ngan adanya perubahan lands-
cape global, negara berkembang 
tidak lagi bergantung pada negara 
maju dalam banyak hal, sehingga 
dukungan UNCTAD bisa berupa 
rekomendasi yang pragmatis 
dan konkrit kepada negara ber-
kembang mengenai upaya sinergi 
perkembangan di tingkat global, 
regional, inter-regional, dan nasio-
nal; melalui pendekatan result ba-
sed management. 

Mengenai agenda pasca 2015, 
Menteri Luar Negeri menyampai-
kan bahwa Indonesia mengede-
pankan upaya untuk menjamin 
pencapaian tujuan pertumbuhan 
ekonomi, lingkungan hidup, serta 
keadilan sosial. 

Menurut Menlu Marty, ketiga 
faktor tersebut harus berada pada 

posisi yang sejajar dan bersinergi, 
dan bukan bertentangan satu 
dan lainnya. Dalam hal ini, terkait 
UMKM, Menteri Luar Negeri ber-
pandangan bahwa UMKM merupa-
kan sektor di negara berkembang 
yang vibrant and resilient. 

Oleh karena itu, seyogyanya 
berbagai program UNCTAD bagi 
UMKM harus didasari pada tepat 
guna dan daya guna. Salah satu 
program yang kiranya dapat diper-
timbangkan adalah membangun 
konektivitas antar-UMKM di nega-
ra-negara berkembang.

Pada pertemuan tersebut, Sek-
jen UNCTAD menyampaikan bah-
wa, “Indonesia memainkan pera-
nan penting sejak UNCTAD berdiri 
50 tahun yang lalu. Karena UNC-
TAD merupakan dampak langsung 
dari penyelenggaraan Konperensi 
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